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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan sejak tahun
2007, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Pendamping PKH
merupakan salah satu penentu pencapaian keberhasilan pada program yang
dilakukan secara intensif serta berkelanjutan. Pendamping tidak sepenuhnya dapat
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada antar KPM PKH maupun
antar pendamping dengan KPM PKH.Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap KPM PKH dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Kilangan dan apa saja faktor
pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan pendampingan KPM PKH
Desa Kilangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menjelaskan bahwa pendamping dalam pelaksanaan PKH di Desa Kilangan sudah
efektif.Dikatakan demikian karena masyarakat sebagai penerima bantuan PKH
merasa terbantu dengan adanya pendampingan yang dilakukan, guna untuk
mempermudah para penerima bantuan PKH menjalankan setiap kewajibannya.
Adapun faktor pendukung efektivitaspelaksanaan pendampingan yaitu
pendamping memiliki keterampilan yang baik dalam hal berkomunikasi dengan
masyarakat sebagai penerima bantuan PKH, sehingga memudahkan pendamping
dalam memberikan pemahaman serta menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi masyarakat selama proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan
dilaksanakan.  Sedangkan faktor penghambat efektivitas pelaksanaan
pendampingan adalah pendamping PKH kesulitan untuk membagi waktunya pada
setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi program yang dilaksanakan, serta
pendamping PKH tidak diberikan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan
pendampingan.

Kata Kunci:Program Keluarga Harapan, Pendamping PKH, KPM.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar ke empat di dunia
adalah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan
bahwa jumlah penduduk di Indonesia hingga pertengahan Maret 2021 sekitar
271.349.889ribu jiwa dan presentase 3.47 persen, dengan daerah kepulauan yang
terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kelompok pulau serta pulau kecil dengan jumlah
keseluruhan pulau yang ada yaitu 17.508 pulau, dan sekitar 6.000 diantaranya
memilik penghuni. Indonesia sendiri memiliki sebanyak 34 provinsi dengan total
wilayah adalah 5.180.083 km2, dan lima diantaranya memiliki status yang
berbeda atau memiliki otonomi khusus.' Jumlah penduduk miskin Indonesia pada
Maret 2021 sebesar 27,55 juta orang, dengan jumlah presentase akhir 10,19
persen.’Dengan adanya populasi penduduk yang sangat besar tersebut, membuat
banyak sekali permasalahan atau persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan

masyarakat Indonesia, diantaranya di bidang ekonomi yaitu kemiskinan.

Tabel 1.1
Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia
Populasi Y dagl
Peringkat Negara Penduduk Pendufiuk
Dunia
1 Tiongkok 1.410.400.000 18.31%
2 India 1.378.470.000 17.9%

! Data BPS 2021, https://www.bps.go.id/indikator/12/1975/1/jumlah-penduduk-
pertengahan-tahun.html, diakses pada tanggal 03 Juli 2021.

Data BPS 2021, https:/www.bps.go.id/pressrelease/2021/15/1851/persentase-penduduk-
miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html, diakses pada tanggal 03 Juli
2021.



3 Amerika Serikat | 335-944.000 4.35%
4 Indonesia 271.349.889 3.47%
5 Pakistan 223.973.000 2.9%

Sumber: Keputusan Menteri Negara Transmigrasi dan
Kependudukan No. Kep.40/MEN-NEG/2000

Kemiskinan adalah kondisi dimana saat seseorang maupun sekelompok
orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atau hak-hak dasarnya
dalam mengembangkan dan mempertahankan kehidupannya.® Menurut defenisi
World Bank (1990) kemiskinan adalah sebagai ketidakmampuan seorang individu
memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep kemiskinan suatu masalah dalam
pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran yang
keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan
kecemburuan sosial, yang mana hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin
memiliki kelemahan dalam manajemen usaha dan keterbatasan dalam mengakses
peluang kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang
mempunyai kemampuan dan potensi yang lebih tinggi.*

Kesejahteraan sosial mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam hal
memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat miskin, baik itu dalam bidang
pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan perumahan, air bersih, serta jaminan
sosial guna untuk memberikan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat agar

lebih sejahtera. Kesejahteraan sosial bukan hanya mengacu kepada kebijakan

Yudid B.S.Tlonaen, 2014, Impelementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Vol. 3, No. 1, Hal. 29.

Agus Suryono, Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan, (Malang: Universitas
Brawijaya Press, 2010), Hal 233.



pemerintah saja, melainkan juga bagian dari tanggung jawab masyarakat dengan
sesamanya yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena
itu, bahwa kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat.’

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program
Keluarga Harapan (PKH), dalam rangka untuk upaya meningkatkan efektivitas
penanggulangan kemiskinan di bidang pelindungan social. Program tersebut
diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial menentukan bahwa ‘“Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang
diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan
sosial”.® Dapat diartikan secara luas bahwa, seluruh tindakan yang mencakup
perlindungan sosial itu dilakukan oleh pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk
memenuhi dan melindungi kebutuhan dasar, terutama pada kelompok miskin dan
yang rentan dalam menghadapi kehidupan dengan resiko, serta untuk
meningkatkan hak-hak kelompok marginal disetiap negara dan juga meningkatkan
status sosial setiap masyarakat. Program Keluarga Harapan merupakan sebuah
program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada
Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat
(KPM).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, untuk angka

kemiskinan di Aceh pada tahun 2020 mencapai 814 ribu orang dengan presentase

Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial,
dan Kajian Pembangunan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 20.
Kementrian Sosial, “Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial”,
diakses pada tanggal 06 Juli 2020 dari https:/www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No
11-2009.pdf.



https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-No

14,99 persen.” Sedangkan untuk Kabupaten Aceh Singkil angka kemiskinan
mencapai jumlah 25,660 jiwa dengan presentase (20,78 persen).® Demikian juga
pada Desa Kilangan, dimana kemiskinan masih menjadi persoalan. Kehidupan
sosial masyarakat maupun perekonomian di Desa Kilangan rata-rata menengah
kebawah, di karenakan pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah nelayan yang
pendapatannya masih jauh dari kata cukup, dan juga banyaknya pengangguran
karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan, serta pendidikan yang rata-rata lulus
dari sekolah menengah keatas dan tidak lanjut lagi ke tingkat perguruan tinggi.
Segala macam upaya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Kilangan telah
dilakukan pemerintah setempat dalam bentuk program, seperti Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan lain-lain. Namun, upaya tersebut
masih belum bisa diatasi atau berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Program PKH masuk ke Aceh Singkil di mulai pada Tahun 2013. Desa
kilangan merupakan salah satu Desa di Aceh singkil yang memperoleh manfaat
dari program PKH. Hampir setengah dari jumlah masyarakat desa Kilangan
memperoleh manfaat dari PKH. Bantuan yang diberikan kepada KPM berupa
uang dengan masa penarikan setiap tiga bulan sekali dalam setahun. Jumlah
bantuan yang diberikan melalui PKH ini disesuaikan dengan KPM, dengan
membagi PKH yang bersifat PKH reguler dan PKH akses. PKH reguler

mendapatkan bantuan uang tunai yaitu Rp.550.000/keluarga dalam satu tahun.

7 Data BPS 2020, https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/573/profil-kemiskinan-
dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2020.html, diakses pada
tanggal 03 Juli 2021.

8 Data BPS 2020, https://acehsingkilkab.bps.go.id/indicator/23/44/1/persentase-penduduk-
miskin.html, diakses pada tanggal 03 Juli 2021.



Sedangkan PKH akses bantuan yang diberikan Rp.1.000.000/keluarga dalam satu
tahun, dan untuk bantuan komponen setiap jiwa dalam keluarga PKH ada
beberapa kategori yaitu, ibu hamil/nifas/bayi/balita (komponen kesehatan) dengan
bantuan Rp. 2.400.000, SD/Sederajat Rp. 900.000, SMP/Sederajat Rp. 1.500.000,
SMA/Sederajat Rp. 2.000.000 (komponen pendidikan), dan disabilitas berat/lansia
usia 70 tahun keatas (kesejahteraan sosial)dengan bantuan Rp. 2.400.000, yang
mana bantuan ini akan di salurkan melalui 4 tahapan.’

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang merupakan aktor
penting dalam menyukseskan program tersebut. Pendamping PKH merupakan
warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu serta lulus seleksi dan
ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI  untuk
melakukanpendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam
kurun waktu tertentu. Pendamping PKH adalah aktor yang menjembatani
penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat, baik itu ditingkat
Kecamatan maupun dengan program di tingkat Kabupaten/Kota.  Tugas
pendamping termasuk di dalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan
mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. "’

Pendamping PKH dalam penetapannya untuk mendampingi penerima
manfaat PKH, memiliki beberapa persyaratan umum dan khusus. Persyaratan

umum bagi calon pendamping PKH dengan ketentuan seperti, warga negara

Yudid B.S.Tlonaen, 2014, Impelementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Vol. 3, No. 1, Hal. 30-33.

Departemen Sosial, Bimbingan Teknis PKH, (Jakarta: Departemen Sosial RI 2009), Hal.
122.



Indonesia, tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI, tidak menjadi
pengurus Partai Politik, tidak sedang tersangkut kasus hukum, lulus perguruan
tinggi bagi pendidikan Sarjana, Diploma IV/III dan SMK, tidak terikat kontrak
dengan pihak lain. Persyaratan khusus bagi calon pendamping PKH dengan
ketentuan seperti, pendidikan  Diploma [V/IIl/Sarjana ~ Pekerjaan
Sosial/Kesejahteraan Sosial/Imu Sosial, mengikuti pelatihan di bidang pekerjaan
sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memiliki pengalaman praktek
pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.'’

Pendamping dalam menjalankan tugasnya, selalu diberikan arahan serta
bimbingan dalam pemantapan tugas sebagai pendamping dan administrator.
Kementerian Sosial RI menggelar bimbingan tersebut kepada 341 orang
pendampng PKH di Provinsi Aceh, yang meliputi seluruh Kabupaten termasuk di
dalamnya Kabupaten Aceh Singkil. Bimbingan yang diadakan ditujukan agar para
pendamping untuk memperkuat pemhaman, pengetahuan, kemampuan serta
keterampilan bagi SDM pelaksanaan PKH yaitu pendamping supaya dapat
menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. 2

Pelaksanaan persiapan program PKH adalah tugas pendamping sejak awal
menjadi pendamping sosial PKH, hal tersebut terdiri dari menyelenggarakan
pertemuan awal, sosialisasi program kepada calon KPM dan masyarakat umum,

membentuk kelompok peserta serta menentukan ketua kelompok. Sedangkan

Kementerian Sosial RI. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Program Keluarga Harapan, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial).
https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20191029024839.pdf, diakses pada tanggal
16 Juni 2021.

Deparetmen Sosial, Bimbingan Teknis PKH, (Jakarta: Departemen Sosial RI 2009),
Hal.124.



https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20191029024839.pdf

untuk tugas rutin dari pendamping adalah melaksanakan pertemuan bulanan
kepada KPM, yang ditujukan untuk menjelaskan kembali tentang program PKH
dan menanyakan kembali kepada setiap peserta PKH apakah ada yang menambah
komponen yang ada dalam keluarg, serta mengeluarkan apabila komponen
tersebut tidak ada lagi dalam keluarga, ataupun mengurangi komponen apabila
anaknya sudah selesai pendidikan tingkat SMA."

Desa Kilangan adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Singkil
yang memiliki letak jauh dari perkotaan. Letak yang demikian tersebut membuat
masyarakatnya masuk dalam kategori miskin dan hampir rata-rata mendapatkan
bantuan PKH. Jumlah penduduk desa 1.577 jiwa dengan luas wilayah 800 Ha,
dari sekian jumlah penduduk desa tersebut masyarakat yang menerima bantuan
PKH yaitu 78 Kepala Keluarga (KK) dari jumlah 402 KK. Keluarga penerima
manfaat (KPM) PKH dapat memanfaatkan segala bentuk pelayanan sosial yang
diberikan, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan serta gizi, dan juga
peningkatan kualitas kesehatan nutrisi. Hal ini tidak lepas dari pendampingan
yang dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan PKH, dimulai dari
memfasilitasi peserta PKH, memberikan pengarahan/berdiskusi dalam kelompok
KPM, memberikan pendampingan rutin, berkunjung ke rumah KPM,
meningkatkan kapasitas diri, memfasilitasi proses pengaduan, serta melakukan

konsolidasi. Selain itu pendampingan yang diberikan sangat diperhatikan dalam

Kementerian Sosial RI. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Program Keluarga Harapan, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial).
https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20191029024839.pdf, diakses pada tanggal
22 Desember 2021.
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program ini, disebabkan dengan adanya pendampingan yang baik, nantinya akan
bisa diketahui seberapa tolak ukur efektivitas pelaksanaan dari program tersebut. '

Pendamping di Desa Kilangan sudah menjalankan peran serta tugasnya,
namun realitanya di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan.
Permasalahan di dalam pelaksanaan pendampingan PKH masih banyak
ditemukan. Berdasarkan observasi awal di lokasi Desa Kilangan pada tanggal 5
Juni, pendamping PKH tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan
maksimal, di karenakan pendamping yang ada di Desa Kilangan hanya 1 orang,
mengingat jumlah PKH di Desa Kilangan berdasarkan perhitungan Kepala
Keluarga yaitu sebanyak 78 KK dengan penerima keseluruhan berdasarkan
komponen PKH adalah sebanyak 181 orang, yang mana pendamping tersebut di
bagi lagi ke 3 Desa lainnya yang ada di Kecamatan Singkil, sehingga pendamping
tidak mampu menjalankan tugas yang di berikan dengan sepenuhnya untuk
mendampingi para KPM PKH.

Hal inilah yang dapat menjadikan pendamping sangat penting bagi
keluarga penerima manfaat pada proses pelaksanaan PKH. Melalui tugas dan
peran pendamping yang dilakukan dengan maksimal, di harapkan dapat
mempermudah dalam pelaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak
bagi masyarakat selaku penerima bantuan PKH. Oleh karena itu, di lihat dari
permasalahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
Desa Kilangan, masih jauh dari kata berhasil sebagaimana yang di programkan

oleh Kementerian Sosial untuk kesejahteraan masyarakat miskin dan terpencil.

14 Elly Kuntjorowati, 2020, Kinerja Pendamping sebagai Ujung Tombak Keberhasilan

Program Keluarga Harapan.Jurnal Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS), Vol. 19, No.
3, Hal. 198.



Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: “Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Program Keluarga
Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Studi Di

Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)”

1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini
dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Pendamping tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ada antar KPM PKH maupun antar pendamping
dengan KPM PKH.

2. Kurang efektifnya kemampuan pendamping dalam berkomunikasi atau
menyampaikan materi, sehingga menyebabkan masih ada KPM PKH yang
belum mengerti tentang bagaimana pelaksanaan dari PKH.

3. Kegiatan/pertemuan yang dilakukan oleh pendamping tiap 1 bulan sekali,

tidak selalu di hadiri oleh semua anggota KPM PKH.

1.3. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah yang menjadi fokus bahasan
dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan pendampinganterhadap KPM PKHdalam
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Kilangan

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil?
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2. Apasaja faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas pelaksanaan
pendampingan KPM PKH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat di Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh

Singkil?

1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap
KPMPKH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa
Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat
efektivitas pelaksanaan pendampingan KPM PKH dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Kilangan Kecamatan Singkil

Kabupaten Aceh Singkil.

1.5. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Secara akademis
a. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan bahan penyusunan
skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi
program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu

Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
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b. Bagi program studi ilmu administrasi negara, hasil dari penelitian
skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya
melaksanakan pengkajian sosial dalam konteks kehidupan sosial
masyarakat.

2. Secara teoritis ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan atau dapat menambah
khazanah pengetahuan.

3. Secara praktis
a. Untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat

beserta pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan social pada
masyarakat di Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh
Singkil dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara
menyeluruh.

b. Bagi Dinsos, menjadi peninjau kembali terhadap penambahan
pendamping PKH agar lebih efektif dalam memberikan peningkatan

kesejahteraan sosial masyarakat.

1.6. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai
istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka peneliti perlu untuk menjelaskan
istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:
1. Efektivitas merupakan suatu ukuran dimana dapat menunjukkan seberapa
tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah target/tujuan. Efektivitas

pada dasarnya di ukur dengan melihat bagaimana waktu, kualitas serta
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kuantitas yang sebelumnya telah direncanakan dengan sesuai berdasarkan
kepada target/tujuan awalnya.

. Pendampingan ataupun pekerja sosial merupakan sebuah praktik kerja
sosial, yang mana selalu berhadapan dengan masyarakat untuk
memberikan pelayanan baik itu kepada individu, kelompok, serta
masyarakat yang sedang menghadapi masalah untuk kemudian membantu
mereka dalam menghadapinya. Dengan kata lain, pendamping ialah
pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat
dalam berbagai kegiatan program, dalam hal ini adalah pendamping PKH.
. Peran merupakan melakukan suatu kegiatan oleh seseorang maupun
sekelompok orang karena memiliki sebuah kedudukan. Peran disini yaitu
suatu prilaku yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki
posisi/kedudukan dengan batasan tertentu.

. Program Keluarga Harapan merupakan sebuah program yang diberikan
dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat miskin yang ditentukan
berdasarkan persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Bantuan PKH disini lebih di pusatkan kepada
meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin, dengan
memberikan pemberdayaan-permberdayaan sosial.

. Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual dan sosial warga negara, sehingga dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya. Pada dasarnya, kesejahteraan sosial itu dapat dikatakan bahwa
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seseorang mampu memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan pokoknya,
seperti kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makan, air bersih, serta
mememiliki kesempatan untuk dapat mengenyam bangku pendidikan dan
mempunyai sebuah pekerjaan tetap yang mampu menunjang kualitas
hidupnya.

6. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang tinggal di daerah
tertentu dalam waku yang relative lama, memiliki norma-norma yang
mengatur kehidupannya menuju tujuan yang ditentukan bersama.
Sekelompok manusia maupun individu di sini adalah yang bertempat
tinggal secara bersama-sama di suatu pemukiman/tempat dan kemudian
saling berhubungan satu sama lainnya.

7. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain,
Desa memiliki penduduk dengan interaksi sosial yang cukup kuat,
memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dan juga mampu

bekerjasama dengan lingkungan di luar wilayahnya.

1.7. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu tata cara yang diambil peneliti untuk

mengumpulkan sebuah informasi maupun data, yang kemudian digunakan untuk
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diolah serta di analisis secara ilmiah dan sistematis. Berikut beberapa langkah-
langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu:
1.7.1.Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud
menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan
melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun jenis penelitian yang digunakan
adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk
menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, atau
dapat  dikatakan juga dapat menyajikan data, menganalisis, dan

o o 1
menginterpretasikan. 1

Artinya dalam setiap penulisan data dan fakta yang
dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Sehingga, dalam penulisan

laporan kualitatif berisi kutipan-kutipan data/fakta yang diungkap di lapangan

untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan nantinya.

1.7.2.Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendampingan terhadap Keluarga
Penerima Manfaat PKH di Desa Kilangan. Hal ini berdasarkan permasalahan
yang diketahui oleh peneliti, bahwa di Desa Kilangan Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil tersebut mempunyai beberapa permasalahan yang terjadi

dalam hal pelaksanaan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

13 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2003), Hal. 44.
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Hal tersebut menimbulkan beberapa dimensi dan indikator yang dapat
dijadikan ukuran dalam penentuan efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan
pendampingan yang dilakukan di Desa Kilangan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, disebutkan
bagaimana pelaksanaan pedampingan dilakukan guna untuk membantu
masyarakat selaku penerima bantuan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan
hidupnya dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Adapun dimensi dan indikator

yang dapat mengukur efektif atau tidak efektif pelaksanan pendampingan tersebut,

yaitu:
Tabel 1.2
Dimensi dan Indikator Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan
No Dimensi Indikator
Bagaimana pendamping dapat
1 Ketepatan memastikan bantuan yang diberikan
* | Sasaran Program | yepada Keluarga Penerima Manfaat PKH

tepat jumlah dan tepat sasaran.

Bagaimana pendamping melaksanakan
Sosialisasi pertemuan ~dalam wupaya peningkatan
2. Program kemampuan Keluarga terhadap Keluarga
Penerima Manfaat PKH paling sedikit
dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Bagaimana pendamping dapat
memfasilitasi Keluarga Penerima
) Manfaat PKH untuk mendapatkan
3. | TwuanProgram | panan  komplementer di  bidang
kesehatan, pendidikan, subsidi energi,
ekonomi, perumahan, serta untuk
pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Bagaimana pendamping dapat
memastikan anggota Keluarga Penerima
4 Pemantauan Manfaat PKH menerima hak serta
' Program memenuhi kewajibannya sesuai dengan

ketentuan dan juga persyaratan sebagai
penerima bantuan PKH.

Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahuan 2018
Tentang Program Keluarga Harapan.
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1.7.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kilangan Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil, JIn. Syekh Abdurrauf, Kode Pos 24785. Lokasi Desa
Kilangan terletak di paling ujung Kecamatan Singkil.Selain itu Desa Kilangan
berbatasan dengan Desa-Desa lainnya, yaitu dari sebelah Utara berbatasan dengan
Desa Ujung, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuala Baru, sebelah
Timur berbatasan dengan Desa Suka Makmur.

Alasan peneliti menetapkan Desa Kilangan sebagai lokasi penelitian
disebabkan karena Desa tersebut merupakan salah satu Desa yang tingkat
penduduk miskin nya tinggi di Kecamatan Singkil, dengan rata-rata pekerjaan
masyarakatnya sebagai nelayan, oleh sebab itu Desa Kilangan termasuk Desa
dengan jumlah penerima PKH terbanyak, tingkat pendidikan yang rendah yang
dapat dilihat dari masih banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah maupun
tidak melanjutkan sekolahnya. Serta lokasi penelitian adalah wilayah tempat
tinggal peneliti, sehingga memudahkan untuk mengakses data dan juga lebih
mudah di jangkau dan ekonomis. Oleh sebab itu peneliti memilih Desa ini, karena
ingin melihat sejauh mana keefektifan pendampingan terhadap Keluarga Penerima
Manfaat PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kilangan
tersebut.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam sebuah penelitian merupakan langkah
dalam penelitian yang dapat memberikan suatu informasi mengenai segala data-

data yan dibutuhkan. Sumber data dalam proses pengelolaannya dibagi menjadi
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dua macam, diantaranya data primer dan data sekunder. Hal tersebut dapat

dijelaskan sebagi berikut:

Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan

data kepada pengumpul data/observasi atau peneliti. Menurut Sugiyono
data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh
perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan
untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang berupa interview, dan
observasi. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang
dianggap tahu mengenai masalah di dalam penelitian.'®
Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan
disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai
instansi lain, dan biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi
dan arsip-arsip resmi, melainkan data ini diperoleh dari tinjauan
kepustakaan berupa data tentang pelayanan administrasi kependudukan.'’
Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupa buku,

jurnal, berita dan dokumentasi berupa transkrip wawancara dan lain-lain

sebagai sumber data sekunder peneliti.

16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2015), Hal. 88.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2015), Hal. 90.
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1.7.5. Informan Penelitian
Informan penelitian merupakan segala sesuatu yang berisikan tentang
informasi-informasi yang diperoleh dari subjek penelitian atau narasumber
dalam penelitian, yang menjadi rangkaian penting dalam proses pembuatan

penelitian. Berikut informan/narasumber dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 1.3
Jumlah Informan

No Informan Penelitian Jurlal

Informan
1. Kepala Desa/Keuchik 1 (satu) orang
2 Sekretaris Desa 1 (satu) orang
3 Lembaga Musyawarah Desa/BPG 1 (satu) orang
4 Pendamping PKH 1 (satu) orang

Masyarakat KPM PKH (ketua
kelompok KPM 1 orang, keluarga
yang memiliki kriteria ibu hamil 1
orang dan ibu yang memiliki balita 2
S orang, keluarga yang memiliki anak
SD 1 orang, dan keluarga yang
memiliki anak SMP dan SMA 1
orang)

6 (enam) orang

10 (sepuluh)
orang

Jumlah

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemilihan
informan tersebut, masing-masing memiliki kriteria untuk dapat ditetapkan
sebagai orang-orang yang akan diwawancarai dalam proses penelitian. Pada
pelaksanaan PKH terdapat komponen-komponen yang berhak untuk menerima
bantuan tersebut, dan di dalam komponen ini terdapat beberapa kriteria penerima
diantaranya, untuk komponen kesehatan terdapat ibu hamil/nifas (maksimal
kehamilan yang ke 2), bayi/balita (maksimal 4 anak di dalam keluarga), dan

komponen pendidikan terdapat SD/sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat
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(maksimal 2 orang dalam kelurga), serta ketua kelompok pada Keluarga Penerima

Manfaat PKH.

Alasan peneliti memilih informan di atas untuk di wawancarai yaitu keuchik
adalah kepala Desa Kilangan yang menjadi pemimpin untuk masyarakat di desa
tersebut, sehubungan dengan itu sekretaris adalah bagian perangkat dari desa yang
mengatur segala bentuk administrasi bagi masyarakat di Desa Kilangan.
Kemudian Lembaga Masyarakat Desa/BPG adalah wakil untuk masyarakat dalam
menjawab keluhan-keluhan masyarakat secara langsung. Pendamping sebagai
orang yang diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk melakukan dampingan
kepada masyarakat Desa Kilangan yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.
Serta masyarakat yang masuk kedalam kategori Keluarga Penerima Manfaat
PKH, dalam hal ini terdapat ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam
mengatur kelompoknya serta mewakili anggota-anggota lain dalam penyampaian
berbagai bentuk keluhan-keluhan kepada pendamping, kemudian ibu hamil,
bayi/balita, anak sekolah adalah keluarga-keluarga yang termasuk ke dalam setiap

kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah berlaku.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian dari awalan sebuah sumber
data penelitian. Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan, yang mana

hal ini akan menjadi penentu bagaimana untuk mendapatkan data-data yang
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bersifat nyata dan memiliki kredibilias dalam sebuah penelitian. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselidiki."® Dalam menggunakan teknik observasi yang paling penting
yaitu dengan menggunakan pengamatan dan ingatan si peneliti. Dengan
adanya penelitian dengan menggunakan observasi dapat menjadi
gambaran awal terhadap permasalahan yang diangkat dan juga untuk
penambahan data penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini yang akan di
observasi antara lainpertama, mendatangi langsung tempat kegiatan
pendampingan di lakukan tanpa harus ikut terlibat dalam kegiatan
tersebut.Kedua, melakukan observasi langsung terkait status yang dimiliki
oleh pendamping.Ketiga, melakukan observasi terkait sejauh mana
efektivitas pelaksanaan pendampingan yang dilakukan di Desa Kilangan
Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Keempat, melakukan
observasi terkait apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor
penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap KPM PKH.
Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung infromasi-informasi atau keterangan-

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2003), Hal. 70.
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keterangan.'’Penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara
terstruktur, yang mana dalam hal ini peneliti telah menyiapkan pedoman
penelitian berbentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dapat
memudahkan proses dalam wawancara dan juga diperuntukkan agar
terarahnya maksud dan tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan
denganpendamping PKH, masyarakat Desa Kilangan sebagai penerima
bantuan PKH, dan juga beberapa pihak pelaksana program lainnya.
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dan telaah pustaka
dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan
permasalahan yang akan diteliti. Dokumentasi dapat berupa bentuk surat,
catatan harian, arsip thoto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan
lain sebagainya.”* Dari metode dokumentasi baik itu tulisan, photo,
ataupun lainnya, peneliti akan dapat memperoleh data dan informasi-
informasi terkait bagaimana peran pendampingan yang dilakukan dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Kilangan, dan
memperoleh data atau informasi terkait faktor pendukung dan penghambat
dalam pendampingan, serta kemudian memperoleh data atau informasi
pendukung lainnya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Adapun dokumentasi dapat diperoleh dengan data dan juga informasi-

informasi terkait, antaranyapertama, data dari hasil wawancara pendamping

19
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Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2003), Hal. 83.
Saldana, Hamberman dan Miles, Analisis Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2014), Hal. 31.
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PKH, masyarakat sebagai penerima bantuan PKH, dan juga Kepala Desa
beserta perangkat Desa Kilangan serta Lembaga Musyawarah Desa.Kedua,
data dari buku tentang Pedoman pendampingan PKH.Ketiga, data dari buku
tentang laporan kegiatan rutin bulanan pendamping PKH. Keempat,
dokumentasi berupa photo pendamping dalam keikutsertaan pada kegiatan-
kegiatan sebagai fasilitator, pendidik, moivator, dan mediator. Kelima,
dokumentasi berupa photo pendamping dalam melakukan pertemuan rutin
setiap bulannya dengan KPM.Keenam, hasil rekaman wawancara.
1.7.7.Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahap analisis data
dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengungumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.”' Pada
tahap analisis data dilakukan sejak awal fokus penelitian dilakukan sampai kepada
laporan akhir dari penelitian atau sampai penelitian selesai dilakukan. Berikut
tahap-tahap dalam analisis data penelitian, diantaranya:
a. Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara,
dan dibantu dengan observasi lapangan terhadap objek kajian. Dalam
setiap tahap penelitian ini melakukan sejumlah aktivitas baik secara
administrasi atau secara teknis di lapangan untuk memperoleh data
sebanyak-banyaknya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau

target penelitian ini.

2 Helaluddin dan Henki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjaun Teori & Praktik,
(Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal. 123-124.
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b. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan data, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi, data
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data diawali
dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil obeservasi dan
wawancara.
c. Penyajian Data
Penyajian data merupakan proses penyajian data hasil reduksi agar
mudah dipahami dan mendapat pandangan mengenai rencana kerja
selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling sering
digunakan adalah penyajian data melalui teks naratif. Pada tahap ini data
yang telah ditranskipkan pada tahap reduksi data diklasifikasikan agar data
terorganisir dengan baik, dan dapat digunkan untuk menarik kesimpulan.
Melalui penyajian data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami
apa yang terjadi sehingga sumber data pengambil kesimpulan, jadi data
yang sudah dipilih merupakan data dengan kategori baik.
d. Penarikan Kesimpulan
Tahap terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman ini
adalah tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan

pada penelitian ini mengacu pada bagaimana pendampingan pada PKH
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dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memperoleh
kesimpulan, peneliti memeriksa kebenaran kesimpulan tersebut dengan
melihat kembali data dari proses reduksi dan penyajian data untuk
memastikan tidak ada kesalahan deskripsi pada kesimpulan. Dengan
demikian, kita dapat mengetahui bagaimana peran pendampingan tersebut
dilakukan terhadap masyarakat sebagai keluarga penerima manfaat PKH
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, serta bagaimana
strategi pendamping PKH dalam meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat di Desa Kilangan tersebut.



BAB I
TINJAUN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah

pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling terkait, penelitian yang

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kiswati (2020), Fakultas Dakwah

Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, yang berjudul “Peran Pendamping
Program Keluarga Harapan Dalam Membantu = Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Kegiatan Rutin Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Kelurahan Blotongan,
Sidorejo, Salatiga”. Hasil dari penelitiam ini dapat disimpulkan bahwa
peran pendamping PKH di Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo,
Kota Salatiga menitikberatkan pada upaya pendamping dalam mengubah
prilaku (kebiasaan) ataupun pola pikir yang kurang tepat, terutama
pemahaman tentang pendidikan dan kesehatan. Dan dengan upaya yang
dilakukan yaitu melakukan kegiatan rutin P2K2 (Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga) setiap 1 bulan sekali terkait bantuan PKH pada si
penerima manfaat untuk dapat dipergunakan sebaik mungkin.?

Penelitian ini dilakukan oleh Evi Rahmawati (2017), Fakultas Ilmu

Pendidikan Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Peran
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Ayu Kiswati, “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Melalui Kegiatan Rutin
Pertemuan Peningkatakan Kemampuan Keluarga (P2K2) Kelurahan Blotongan,
Sidoerjo, Salatiga”, Skripsi (IAIN Salatiga, 2020).
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Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program
Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah”. Hasil dari penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa pendampingan di Kecamatan Semarang
Tengah berjalan sesuai dengan empat peran pendamping, yaitu peran
keterampilan fasilitatif, peran keterampilan mendidik, peran keterampilan
perwakilan masyarakat, dan peran keterampilan teknis. Dan terdapat faktor
pendukung dan penghambat dalam pendampingan. Pada faktor
penghambat dapat dilihat pada faktor internal dan eksternal. Pada faktor
internal sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data, serta untuk
beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu.
Faktor eksternal adalah penginformasian dari pusat yang sifatnya
mendadak, jarak yang ditempuh pendamping ke tempat pendampingan
cukup jauh dan lokasi tempat pendampingan yang berada di gang-gang
sempit. Sedangkan untuk faktor pendukungnya adanya antusiasme
penerima bantuan PKH serta terdapat sarana yang memadai.*

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Rokhoul Alamin (2010), Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, yang berjudul “Analisis Peran Pendamping Dalam Program
Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara”. Hasil
dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran dari seorang
pendamping sangat menentukan kemandirian dari anggota/peserta PKH.

Dengan upaya pendamping selalu menempatkan dirinya sebagai fasilitator,
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Evi Rahmawati, “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Msyarakat Miskin Melalui
Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah”, Skrpsi (Universitas
Negeri Semarang, 2017).
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mediator, pendidik, serta perwakilan dari masyarakat yang berupaya
menjadi agen perubahan untuk membangun kehidupan peserta PKH
ataupun membina kehidupan mereka secara bertanggungjawab terhadap

masalah sosial apa pun yang tengah mereka hadapi nantinya.**

2.2. Tinjauan Tentang Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya diartikan dengan sebuah tingkat pencapaian
keberhasilan suatu program dari bentuk usaha-usaha yang telah dilaksanakan
sebelumnya, sehingga dapat mencapai tujuan dari program-program yang telah
dilaksanakan tersebut. Pada penentuan ukuran sebuah efektivitas diperlukan
adanya langkah-langkah yang dijadikan tolak ukur dalam sebuah pencapaian
tujuan dari program, yang digunakan sebagai perbandingan antara penyusunan
rencana dan juga proses pada saat dilakukan, sehingga nantinya dapat
menghasilkan suatu tujuan yang ditentukan itu berjalan dengan efektif maupun
tidak efektif.”

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu hal yang menekankan kepada hal yang dicapai,
atau dengan kata lain efektivitas menunjukkan kepada bagaimana tercapainya
suatu hasil. Pengertian lain efektivitas merupakan sebuah unsur pokok yang

dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan

# Ahmad Rokhoul Alamin, “Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga

Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara”, Skripsi (Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Iga Rosalina, 2017, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan Pada Kelompo Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab
Madetaan, Jurnal efektivitas pemberdayaan masyarakat, Vol. 01, No. 01, Hal. 3.
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sebelumnya di dalam sebuah organisasi, setiap kegiatan-kegiatan ataupun
program-program yang ada.”

Menurut Sondang P Siagan, efektivitas merupakan suatu pemanfaatan
sarana parasarana, serta sumber daya dalam jumlah tertentu yang ditetapkan
sebelumnya secara sadar untuk dapat menghasilkan sejumlah barang maupun jasa
dalam kegiatan yang di jalankan nantinya. Hal ini ditujukan untuk melihat
bagaimana keberhasilan yang dilihat dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, jika hasil kegiatan yang dilaksanakan semakin
mendekati sasarannya, maka akan makin tinggi pula tingkat keefektifannya.?’

Menurut Handoko, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk
memilih peralatan yang tepat atau tujuan yang paling tepat dalam mencapai tujuan
dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas dapat
menunjukkan seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang terlebih dahulu telah
direncanakan dalam suatu organisasi, kegiatan-kegiatan maupun program-
program yang ada.”®

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas merupakan suatu kondisi yang dimana dapat terjadi kesesuaian di
antara tujuan-tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan dengan pencapain hasil

yang sesuai dengan yang di harapkan. Dengan kata lain, efektivitas menjelaskan

2 Wiwit Wahyuningtias Anggraini, 2017, Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah

Dalam Kejar Paket C Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ‘“Variant Centre”
Keluarahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Jurnal Aplikasi Administrasi,
Vol. 20, No. 1, Hal. 41.

Husein Umar, bussines an introduction, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000),
Hal. 73.

Irma Erawati, dkk, 2017, Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan
Pallangga Kabupaten Gowa, Jurnal Office, Vol. 3, No. 1, Hal. 14.
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seberapa jauh target dari suatu ukuran seperti, ukuran kualitas, kauntitas, serta
waktu, yang dalam pencapaiannya melalui proses manajemen dengan tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya baik dalam organisasi, kegiatan-kegiatan, serta

program.

2.2.2. Ukuran Efektivitas Program
Efektivitas adalah suatu bentuk ukuran yang mencakup dari keseluruhan
sasaran maupun suatu bagian tertentu dari pelaksanaan sebuah program dalam
pencapaian tujuan, baik itu tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendek.
Efektivitas dalam tingkatannya dapat di ukur pula dengan cara membandingkan
antara rencana yang telah diwujudkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya. Namun, jika didapati usaha maupun hasil pekerjaan dari sebuah
tindakan yang dilakukan itu tidak sesuai, maka mengakibatkan tujuan ataupun
sasaran yang diharapakan tersebut tidak tercapai, yang mana hal tersebut dapat
dinyatakan tidak efektif.*’
Menurut Gibson, efektivitas dapat pula diukur melalui beberapa kriteria,
diantaranya:*°
1. Kejelasan menentukan strategi dalam pencapain sebuah tujuan.
2. Adanya sebuah perencanaan yang matang.
3. Tersedianya sarana dan juga prasarana.

4. Adanya sistem pengendalian dan juga pengawasan yang bersifat mendidik.

» Iga Rosalina, 2017, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan Pada Kelompo Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab
Madetaan, Jurnal efektivitas pemberdayaan masyarakat, Vol. 01, No. 01, Hal. 3.

Ai Sri Wahyuni, dkk, 2019, Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Jurnal Administrasi Public
& Adminisrasi Bisnis, Vol. 2, No. 2, Hal. 425.

30



30

5. Adanya penyusunan yang tepat pada program yang telah direncanakan.
6. Kejelasan dalam proses analisis serta perumusan kebijaksanaan yang
mantap dan tepat.
7. Ada yang kejelasan dari tujuan yang hendak dicapai sebelumnya.
Efektivitas dapat pula diukur dengan melihat bagaimana hasil kerja dari
sebuah pencapaian yang dilakukan dalam suatu organisasi, kegiatan ataupun
program tertentu. Pada proses pelaksanaan sebuah kegiatan ataupun program yang
di lihat adalah pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan, apakah telah sesuai
dengan yang di harapkan atau tidak sesuai dengan yang di harapkan pada
pelaksanaan kegiatan maupun program tersebut. Menurut Sutrisno, mengatakan
bahwa untuk mengukur suatu efektifitas dalam suatu program, dapat dilakukan
dengan menggunakan variabel-variabel, diantaranya:*'
1. Pemahaman Program
Program maupun kegiatan bisa dikatakan efektif, apabila kelompok yang
menjadi sasaran tersebut dapat memahami maksud dari tujuan program, yang
mana pemahaman tersebut dapat dilihat dari pengetahuan kelompok sasaran
terhadap tujuan program.
2. Ketepatan Sasaran
Ketepatan sasaran merupakan suatu penentuan sasaran yang dilakukan
dengan tepat yang ditetapkan secara individu maupun organisasi sangat

menentukan keberhasilan aktivitas organisasi tersebut. Oeleh karena itulah, jika

i Yudhi Lestanata, 2016, Efektivitas pelaksanaan program pembangunan berbasis rukun

tetangga di kabupaten sumbawa barat tahun 2014-2015, Jurnal ilmu pemerintahan dan
kebijakan public, Vol. 3, No. 3, Hal. 373.
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suatu sasaran yang di tetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat dari
pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
3. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu merupakan bagaimana untuk mengetahui penggunaan
waktu dalam sebuah pelaksanaan program, yang mana apakah pelaksanaan
tersebut telah sesuai dengan yang di jadwalkan/di rancang, maupun tidak sesuai.
Menggunakan waktu yang tepat, maka akan menghasilkann program yang lebih
efektif.
4. Pencapaian Program
Pencapaian program merupakan bagaimana untuk mengetahui apakah
tujuan dari di bentuknya program sudah tercapai atau belum. Pencapaian program
tersebut dapat pula di lihat dari beberapa faktor, diantaranya kurun waktu dan
kelompok sasaran yang konkrit. Sehingga, suatu program dapat dikatakan efektif
apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Perubahan yang Nyata
Perubahan nyata merupakan suatu cara dengan melihat sejauh mana suatu
program maupun kegiatan-kegiatan yang memberikan efek atau dampak serta
perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran tersebut dapat berjalan dengan
baik dan sesuai, serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok

sasaran yang menjalankan program tersebut.

2.3. Tinjauan Tentang Pendampingan
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Pendampingan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan
yang mana dilakukan oleh seorang pendamping (fasilitator) untuk masyarakat di
berbagai kegiatan-kegiatan program. Umumnya pendampingan sebagai sebuah
strategi yang digunakan oleh lemabaga non-profit maupun pemerintah dalam
upaya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia serta mutu, yang
dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai dari bagian pada permasalahan-
permasalahan yang dialami, sehingga nantinya dapat berupaya untuk mencari
sebuah alternatif dari masalah yang dialami dan kemudian dapat di selesaikan.*

2.3.1. Konsep Pendampingan

Menurut Departemen Sosial Pendampingan merupakan suatu proses
pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam
mengindentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong
tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian

klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan .

Menurut Habibullah pendamping merupakan mitra pemerintah dan mitra
masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang
datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut
Suharto pendampingan merupakan suatu strategi yang umum digunakan oleh
pemerintah dan lembaga non-profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas

dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai

2 Elly Kuntjorowati, 2020, Kinerja Pendamping Sebagai Ujung Tombak Keberhasilan

Program Keluarga Harapan, Jurnal Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Vol. 19, No. 3, Hal.
198.
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bagian dari permsalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternativ
pemecahan masalah yang dihadapi.*

Pendamping memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dan mitra
masyarakat sehingga dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan yang
datang dari pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Pendamping dapat
dikatakan juga sebagai pekerja sosial, dikarekan pekerjaan yang dilakukanoleh
pendamping adalah pekerjaan sosial. Keberadaan pekerja sosial ini diatur dalam
Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 4 yang disebut sebagai pekerja
sosial adalah “seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun
swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian
dalam pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dana tau
pengalaman praktik peksos untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial di suatu masyarakat”.**

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa
pendampingan merupakan suatu tugas yang dilakukan oleh seseorang yang
menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga dan diperlukan

sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakatnya.

2.3.2. Peran Pendampingan Program Keluarga Harapan
Pelaksanaan pendampingan PKH, kedudukan pendamping PKH sebagai

mitra pemerintah dan masyarakat, yang mana pendamping dituntut untuk

3 Evi Rahmawati, Bagus Kisworo, 2017, Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan, Journal Of Nonformal
Education and Community Empowerment, Vol. 1, No. 2, Hal.165-166.

Kementerian Sosial, “Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial”.,
diakses pada tanggal 06 Juli 2020 dari https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-KESOS-
NO.11-2009.pdf.
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menjembatani berbagai bentuk kepentingan, seperti kepentingan yang datang dari
pemerintah ataupun kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal diatas tersebut,
maka peran pendamping PKH dapat dijelaskan sebagai berikut:>
2.3.2.1.Peran Fasilitator/Penyuluhan

Pendamping PKH pada dasarnya lebih berperan dan mempunyai
keterampilan fasilitatif pada penerima manfaat PKH. Namun, pada kenyataannya
tidak semua peran dan keterampilan fasilitatif itu dimunculkan di lapangan oleh
pendamping PKH. Peran pendamping dari seorang PKH adalah dengan
memberikan dukungan, dan juga memberikan motivasi kepada keluarga penerima
manfaat PKH, mengarahkan kewajiban penerima PKH untuk menggunakan
fasilitas yang diberikan kepada mereka, seperti layanan kesehatan dengan
memeriksakan ibu hamil/ibu nifas dan anak balita, layanan pendidikan dengan
menyekolahkan anaknya, dan lain sebagainya.

Fasilitator mempunyai kelompok-kelompok yang mencakup unit
kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat.
Adapun unit kompetensi kelompok tersebut, terbagi menjadi, yaitu
pertama,fasilitator menyadarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.Kedua, dapat
membangun relasi sosial. Ketiga, melaksanakan fasilitas pembelajaran. Keempat,
membangun visi dan kepemimpinan dalam kelompok.Kelima, dapat
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang ada. Keenam, dpat

meningkatkan aksesibilitas antara pemangku kepentingan.

» Habibulah, 2011, Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten

Karawang, Jurnal Informasi, Vol. 16, No. 02, Hal. 110-113.
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2.3.2.2. Peran Edukasional
Peran edukasional disini adalah bagaimana seorang pendamping
menjalankan tugas serta perannya dengan memberikasi suatu edukasi atau
pengetahuan tentang informasi-informasi yang tidak diketui oleh orang yang di
dampinginya. Peran edukasional terdiri dari beberapa bagian diantaranya,
memberikan informasi, peningkatan kesadaran masyarakat, memberikan
pelatihan, dan mengkonfrontasi.
a. Memberikan informasi
Pendamping dalam perannya untuk memberdayakan masyarakat,
hendaknya harus melakukan sebuah perubahan dalam memberikan
informasi yang belum diketahui oleh masyarakat. Hendaknya informasi
yang diberikan bersifat yang relevan serta bermanfaat yang diperuntukkan
demi kesejahteraan sosial masyarakat.
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Pada dasarnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di mulai
dengan upaya menghubungkan antara struktur dan individu yang
ukurannya lebih besar, misalnya struktur politik dan sosial. Dalam hal ini,
dimaksudkan agar dapat membantu individu untuk melihat permasalahan-
permasalahan dari sudut pandangan yang lebih luas kedepan.
c. Pelatihan
Peran pendamping dalam pelatihan pada dasarnya adalah melakukan
pembelajaran yang mendasar serta memfokuskan masyarakat tentang

bagaimana untuk melakukan suatu hal baru. Pendamping tidak hanya
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berperan sebagai orang yang melakukan pelatihan, akan tetapi berperan
sebagai tenaga penghubung untuk menemukan orang-orang yang lebih
kompeten lagi untuk melakukan pelatihan.
d. Mengkonfrontasi
Mengkonfrontasi adalah digunakan apabila tidak ada solusi lain yang
dapat dilakukan. Dimana, apabila ingin digunakan haruslah terlebih dahulu
dipertimbangkan, disebabkan hal ini nantinya terkadang dapat merugikan
hubungan antara masyarakat dan juga pelaku perubahan/pendamping.
2.3.2.3.Peran Representasional
Peran representasional pada umumnya adalah peran yang dilakukan oleh
seorang pendamping untuk berinteraksi dengan masyarakat atau orang-orang yang
di dampinginya guna untuk menjalin hubungan yang baik dan juga demi
kepentingan bersama antara pendamping dengan masyarakat yang di
dampinginya. Peran representasional terdiri dari beberapa bagian diantaranya,
advokasi, hubungan masyarakat, memanfaatkan media massa, mendapatkan
sumber, dan berbagi pengetahuan dan pengalaman.
2.3.2.4. Peran Teknis
Peran dan juga keterampilan teknis pada pendamping PKH mencakup
keterampilan untuk menggunakan komputer, melakukan riset, melakukan sebuah
presentasi tertulis ataupun verbal, dan keahlian untuk mengelola dan mengontrol
keuangan. Peran dan keterampilan teknis ini yang sangat ditampakkan oleh
pendamping PKH, walaupun pada dasarnya peran tersebut tidak secara langsung

mempengaruhi penerima manfaat PKH. Hal ini, dipengaruhi oleh kecendrungan
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pendamping PKH yang lebih mementingkan keberhasilan program secara
administratif, yang mana seringkali dijadikan indikator keberhasilan
pendampingan.
2.3.3. Mekanisme Perekrutan Pendamping PKH

Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat proses
pencapaian salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan prilaku dan
kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan layanan pendidikan
serta layanan kesejahetraan sosial. Pada Pelaksanaan rekrutmennya pendamping
PKH dilakukan secara transparan, obyektif, serta akuntabel dan bertujuan untuk
mendapatkan pendamping pelaksanaan PKH yang sesuai dengan persyaratan dan
kriteria yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen dilaksanakan melalui tahapan
publikasi, pendaftaran, pengumuman seleksi, administrasi, pelaksanaan psikotes
dan uji kompetensi bidang dan pengumuman hasil kelulusan. Pendamping PKH
direkrut, diseleksi, serta ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga
Kementerian Sosial RI, yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan keuangan negara.’®

Pendamping PKH dalam penetapannya untuk mendampingi penerima
manfaat PKH, memiliki beberapa persyaratan umum dan khusus, diantaranya,
yaitu:

a. Persyaratan umum, bagi calon pendamping PKH dengan ketentuan
seperti, warga negara Indonesia, tidak berkedudukan sebagai

CPNS/PNS/TNI/POLRI, tidak menjadi pengurus Partai Politik, tidak

3 Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),

(Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2020), Hal.24-36.
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sedang tersangkut kasus hukum, lulus perguruan tinggi bagi pendidikan
Sarjana, Diploma IV/III dan SMK, tidak terikat kontrak dengan pihak
lain.

b. Persyaratan khusus bagi calon pendamping PKH dengan ketentuan
seperti, pendidikan Diploma IV/III/Sarjana  Pekerjaan  Sosial/
Kesejahteraan ~ Sosial/ Imu Sosial, mengikuti pelatihan di bidang
pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memiliki
pengalaman praktek pekerjaan sosial/pelayanan kesejahteraan sosial.”’

2.34. Peningkatakan Pembekalan Kapasitas Pendamping PKH
Peningkatakan kapasitas pendamping pelaksanaan PKH dalam bentuk
pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis (Bimtek), dan bimbingan
pemantapan (Bimtap) yang sesuai dengan kebutuhan program. Diklat pendamping
PKH diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatithan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan
Bimtek maupun Bimtap dilaksanakan oleh Pelaksanaan PKH dari pusat hingga
daerah. Pada mekanisme pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping
PKH diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengelolaan pendampingan. **
Berikut beberapa kegiatan peningkatan kapasitas pelaksanaan pendamping

PKH, yaitu:*

37 Kementerian Sosial RI. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Program Keluarga Harapan, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial).
https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20191029024839.pdf, diakses pada tanggal
16 Juni 2021.

Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),
(Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2020), Hal.37-38.

38

¥ Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),

(Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019), Hal.62-63
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a. Workshop, dengan tujuan memberikan bekal kepada pendamping
dalam pelaksanaan PKH terkait dengan kebijakan PKH, cakupan tugas,
koordinasi, penyelesaian masalah dan solusi. Kepesertaan yaitu tenaga
ahli PKH, coordinator wilayah, serta coordinator Kabupaten/Kota.
Bentuk kegiatan seperti, penyajian materi oleh narasumber, diskusi
kelompok, pleno hasil diskusi kelompok, pembuatan rekomendasi, dan
tindak lanjut, dalam hal ini narasumbernya berasal dari Pusat.

b. Rapat Koordinasi (Rakor) PKH, rakor dilaksanakan dengan tujuan
untuk menginformasikan kebijakan terbaru, memperoleg umpah balik
dari Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan PKH, dan menguatkan
komitmen Kepala Daerah. Tema rakor PKH disesuaikan dengan
kebijakan terbaru. Hasil rekor menjadi acuan pelaksanaan program.

c. Sosialisasi PKH, dalam rangka peningkatan pemahaman dan
penyamaan persepsi bagi pemangku kepentingan pusat dan daerah,
pendamping pelaksanaan PKH pusat dan daerah, dan masyarakat perlu
dilakukan sosialisasi sebagai salah satu unci kesuksesan pelaksanaan
PKH.

2.3.5. Jejaring Kerja/Kemitraan Pendamping PKH

Pada pelaksanaan pendampingan, pendamping sosial/PKH bekerjasama
dengan berbagai pihak. Pada program PKH kerjasama yang dibangun pendamping
sosial diantaranya yaitu pertama,Kecamatan, kelurahan, UPT kesehatan, UPT

pendidikan dan RT. Kedua, BNI dan Bulog. Ketiga,Service Provider, pilar-pilar
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kesos (TKSK, PSM, Pekerja Sosial). Keempat, Institusi sosial Kabupaten.
Sedangkan pada program KUBE, PKSA, ASLUAT, serta ASODK, pendamping
sosial bekerja sama dengan institusi sosial Kabupaten Kecamatan, Kelurahan, RT
dan dasa wisma (khusus KUBE). Hal ini menggambarkan, bahwa pendamping
sosial telah menjalin koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dengan berbagai
pihak sesuai dengan program yang dilaksanakan.

Pada saat menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan,
pendamping PKH  menyelesaikannya  dengan  menempuh  langkah
mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan institusi sosial Kabupaten dan
Kementerian Sosial. Adapun permasalahan tersebut seperti, data tidak sesuai
dengan kondisi di lapangan, penggantian KPM yang meninggal belum terealisasi,

- 4
dan sarana kerja terbatas.*’

2.4. Tinjauan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Program yang ditetapkan oleh
pemerintah ini di maksudkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program
perlindungan sosial yang terarah, terencana, serta berkelanjutan dalam proses
pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pada pelaksanaan PKH bantuan yang
diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan dana sosial
bersyarat yang ditujukan untuk mengurangi beban dari pengeluaran dan juga

meningkatkan pendapatan dari keluarga yang dianggap tidak mampu atau miskin.

40 Kementerian Sosial RI, Optimalisasi Peran dan Fungsi Pendamping Sosial, (Pusat

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2018), Hal. 42-43.
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2.4.1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan progam pemberian bantuan sosial
(bansos) bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan sebagai Keluarga
Penerima Manfaat (KPM). PKH adalah salah satu upaya pemerintah dalam
peprcepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial ini dikenal
di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak
ditetapkannya pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka
kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya
disebut sebagai Kelurga Penerima Manfaat.*'

PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence
penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang mensinergikan berbagai program
perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. PKH juga diharapkan dapat
berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin,
menurunkan kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan indeks Pembangunan
Manusia (IPM).* Program PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor
1 Tahun 2018. Adapun tujuan dari program PKH, yaitu pertama, meningkatkan
taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial.Kedua, mengurangi beban pengeluaran dan
meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.Keftiga, menciptakan

perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam

# Habibullah, 2011, Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan di Kabupaten

Karawang, Jurnal Informasi, Vol. 16, No. 02, Hal. 103.
Kementerian Sosial RI,Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),
(Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2020), Hal. 1.
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mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.Keempat,
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.Kelima, mengenalkan manfaat produk
dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

2.4.2. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan sudah diarahkan kepada Keluarga Penerima
Manfaat sejak tahun 2007, seperti ibu dan anak, disabilitas, serta lansia.
Perubahan tersebut didasari untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga
merupakan satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Dengan demikian, unit yang relevan dalam upaya memutus rantai
kemiskinan antar generasi adalah keluarga.

Untuk dapat memperoleh bantuan tunai, diwajibkan kepada setiap peserta
PKH dapat memenuhi persyaratan dan mempunyai komitmen dalam mengikuti
serta berperan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.
beberapa kriteria/komponen program PKH yaitu sebagai berikut:*

2.4.2.1.Pendidikan

Persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan diwajibkan kepada peserta
PKH untuk dapat memenuhi yakni, kehadiran disatuan pendidikan minimal 85%
dari hari sekolah dalam sebulan selama satu tahun ajaran berlangsung, dengan
beberapa catatan, sebagai berikut:

1. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah
masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan

persyaratan pendidikan.

s Kementerian Sosial RI, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),

(Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2020), Hal. 15.
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2. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, maka anak peserta PKH tersebut
harus  didaftarkan  atau  terdaftar pada  satuan  pendidikan
(SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTS/SMLB atau SMP/MTS Terbuka).

3. Jika memiliki anak wusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak
tersebut kesatuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib
belajat 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

4. Apabila anak tersebut diatas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk
mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKMB) terdekat.

5. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja anak (PA) atau telah
meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak
tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja
dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan
Program Pengurangan Pekerja Anak.

6. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut anak jalanan dan
telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data
anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan
Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten.Kota untuk mendapatkan Program
Kesejahteraan Sosial Anak.

2.4.2.2. Kesehatan
Peserta atau Keluarga Penerima Manfaat Program Kelaurga Harapan

diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam
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protokol pelayanan kesehatan oleh Kementerian Sosial RI, diantaranya sebagai

berikut:

1.

Anak usia 0-6 Tahun. Terdiri dari Anak usia 0-28 hari (rneonatus) harus
diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali, anak usia 0-11 bulan harus
diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan
ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan, anak usia 6-11 bulan
harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak dua kali dalam setahun,
yaitu bulan februari dan agustus. Anak wusia 12-59 bulan perlu
mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara
rutin setiap bulan, dan anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya
secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dana tau
mengikuti program pendidikan anak wusia dini (PAUD) apabila
dilokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu Hamil dan Ibu Nifas, terdiri dari selama kehamilan ibu hamil harus
melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat
kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia 4-6
bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen
tablet Fe, ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan, serta ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa
kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya
sebanyak tiga kali pada minggu I, IV, dan VI.

Kesejahteraan Sosial, terdiri dari lansia 70 Tahun Keatas, Pemeriksaan

kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga
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kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia),

serta Penyandang Disabilitas Berat, pemeliharaan kesehatan sesuai

kebutuhan, dan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga

kesehatan melalui kunjungan rumah (home care).

2.4.3.Hak Peserta PKH

Program Keluarga Harapan dalam proses pelaksanaannya memiliki
beberapa hak-hak bagi peserta Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh
Kementerian Sosial RI. Berikut beberapa hak-hak bagi KPM tersebut, diantaranya
mendapatkan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program,
mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh angota
keluarga, terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas
sinergritas penanggulangan kemiskinan lainnya, bagi lansia diatas 70 tahun dan
penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan

pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

2.4.4.Penyaluran Bantuan PKH
Penyaluran bantuan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
yang memiliki komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang
ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu
tahap, sedangkan untuk kepersertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan,
penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap.**Pelaksanaan PKH pada tahun

2021 penyaluran bantuannya dilakukan sejak Juli hingga September dan

Kementerian Sosial RI, Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),
(Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial): https://kemensos.go.id/program-
keluarga-harapan-pkh, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.



https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
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dipercepat pencairannya melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
Pada saat proses pencairan dana tidak dikenai potongan biaya apapun, penyaluran
bantuan berdasarkan tahapannya, yaitupertama, Tahap 1 Januari, Februari,Maret.
Kedua, Tahap 2 April, Mei, Juni. Ketiga, Tahap 3 Juli, Agustus, September.
Keempat, Tahap 4 Oktober, November, Desember. Bantuan PKH yang diberikan

dengan ketentuan antara lain:

Tebel 2.1
Besaran Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
Indeks
No. Komponen Bantuan Bantuan (Rp)
1. Regular Rp. 550.000;/ keluarga/tahun
2. PKH Akses 1.000.000;/keluarga/tahun

Sumber: Kementerian Sosial RI, Kebijakan Pelaksanaan PKH, (Direktorat
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial).

Tabel 2.2
Besaran Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam
Keluarga PKH

Indeks Bantuan
No Komponen Bantuan (Rp)
1. | Bantuan ibu hamil/menyusui Rp. 3.000.000;/tahun
2. | Bantuan anak usia di bawah 6 tahun Rp. 3.000.000;/tahun
3. | Bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat Rp. 900.000;/tahun
4. | Bantuan peserta pendidikan setara SMP/Sederajat Rp. 1.500.000;/tahun
5. | Bantuan peserta pendidikan setara SMA/Sederajat Rp. 2.000.000;/tahun
6. | Bantuan penyandang disabilitas berat Rp. 2.400.000;/tahun
7. | Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas Rp. 2.400.000;/tahun

Sumber: Kementerian Sosial RI, Kebijakan Pelaksanaan PKH, (Direktorat
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial).

Dapat disimpulkan bahwa dari tabel diatas besaran bantuan setiap
komponen berbeda-beda. Apabila besaran bantuan yang diterima melebih batas
maksimum atau dalam satu anggota keluarga memiliki lebih dari empat
komponen penerima bantuan, maka bantuan yang diberikan yaitu hanya empat
komponen yang memperoleh bantuan. Selain dari itu ada bantuan tetap untuk

setiap keluarga, bantuan ini hanya diberikan pada tahap pertama setiap bulan.
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Pembayaran dana bantuan ini langsung diberikan kepada peserta penerima PKH
dengan pendamping PKH pada lembaga pembayar yang diakses dengan kartu
debit yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pencairan dana bantuan tersebut
dilakukan secara bertahap.
2.4.5. Sistem Pengaduan Masyarakat Pelaksanaan PKH

Sebagai perwujudan tata kelola program yang baik, PKH menyediakan
Sistem Pengaduan Masyarakat (grievance redress system). Layanan ini dapat
diakses oleh masyarakat untuk memastikan KPM menerima layanan berkualitas
dan memperoleh hak-haknya. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui proses
penyampaian informasi, keluahan atau masalah terkait pelaksanaan PKH.
Pengaduan dapat pula dilakukan oleh KPM PKH, SDM PKH, mitra kerja,
maupun masyarakat secara tertulis maupun lisan melalui Contact Center PKH.*’

Keberadaan contact center dilengkapi dengan kanal pengaduan yang
disediakan berdasarkan jenis, waktu, tujuan dan sasaran pengaduan. Tersedianya
berbagai kanal pengaduan diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas,

sehingga keluhan dapat dengan mudah disampaikan kepada pelaksanaan PKH.

2.5. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana seseorang maupun
sekelompok orang yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhan
pangan, tempat tinggal, pakaian, serta memiliki kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan dan pekerjaan yang dapat meningatkan kualitas hidupnya, sehingga

» Kementerian Sosial RIL Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),

(Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2020), Hal. 28-29.
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mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap masyarakat lainnya.
Kesejahteraan juga dijelaskan dalam Qanun Aceh Pasal 1 Ayat 11 tentang
Kesejahteraan Sosial, diartikan sebagai berikut :*°

“kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Menurut Prabawa kesejahteraan merupakan sebagai kemakmuran,
kebahagian, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok
keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Zastrow kesejahteraan merupakan
sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar
dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang
sangat mendasar untuk kebutuhan masyarakatnya.*’

Menurut Midgley, kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi
kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat
dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika
kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Kesejahteraan sosial dapat digambarkan
secara ideal sebagai suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan
material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting

dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik

4 Qanun Aceh, “Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial”, diakses pada tanggal

12 Februari 2021 dari https://aceh.bpk.go.id/wp-content.

Hari Harjanto Setiawan, 2019, Merumuskan Indeks Kesejahteraan (IKS) Di Indonesia,
Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI,
Vol. 5, No. 03, Hal. 213.
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keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara
aspek sosial, material dan spiritual.*®
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa
kesejahteraan selalu dikaitkan dengan kualitas hidup. Dalam mencapai kualitas
hidup tersebut diperlukan pemeliharaan taraf kesejahteraan yang memerlukan
upaya perlindungan serta pelayanan sosial yang bersifat secara terus menerus.
Untuk meningkatkan kesejahteraan tidak seutuhnya membuat seseorang yang
dulunya miskin menjadi tidak miskin lagi. Namun, peningkatan kesejahteraan ini
adalah suatu indikator dengan adanya pergerakan kualitas hidup masyarakat
secara bertahap demi kehidupan yang lebih baik lagi daripada kehidupan
sebelumnya, meskipun masih dalam kondisi dibawah garis kemiskinan.
2.5.1. Tahapan Kesejahteraan Keluarga
Pada tahapan kesejahteraan keluarga, berdasarkan Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki beberapa tahapan dalam
melakukan program dengan kata lain pendataan keluarga, yaitu sebagai berikut:*
2.5.1.1. Tahapan Keluarga Pra-Sejahtera/sangat miskin
Merupakan keluarga yang secara kebutuhan akan hidupnya, seperti
kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, dan papan belum mampu memenuhi

kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar dalam keluarga.

48 Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial : Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial,

dan Kajian Pembangunan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), Hal. 23.
Ali Khomsan dkk, Indikator Kemiskinan dan Misklasiifikasi Orang Miskin, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2017), Hal. 14-15.
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2.5.1.2. Tahapan Keluarga Sejahtera I/miskin

Merupakan keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan
dasarnya. Terdapat beberapa indikator yang menjadi kebutuhan dasar
keluarga, yaitupertama, setiap anggota keluarga pada umumnya
mengkonsumsi makanan sebanyak dua kali sampai tiga kali dalam
sehari.Kedua, keluarga memiliki rumah yang layak untuk di tempati, seperti
terdapat dinding, lantai, dan atap yang utuh.Ketiga,pada saat di rumah,
bekerja, sekolah, dan juga berpergian anggota keluarga memiliki pakain yang
berbeda. Keempat, membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan, apabila
terdapat ada yang sedang sakit.Kelima, setiap anggota keluarga yang berumur
7-15 tahun bersekolah.
2.4.1.3. Tahapan Keluarga Sejahtera ke IT

Merupakan keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
dan juga kebutuhan akan sosial psikologinya. Namun, keluarga tersebut
belum mampu memenuhi kebutuhan akan pengembangan. Adapun indikator
pengembangan tersebut, antara lainpertama, anggota keluarga secara
keseluruhan dapat memiliki pakaian baru paling sedikit satu pasang dalam
setahun.Kedua, anggota keluarga pada umumnya mengerjakan ibadah sesuai
dengan agama serta kepercayaan yang dianut.Ketiga, anggota keluarga dapat
makan daging/ikan/telur dalam sekali seminggu.Keempat, terdapat beberapa
anggota keluarga yang bekerja, sehingga mendapat penghasilan yang dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari.Kelima, anggota keluarga dalam

melaksanakan tugas serta fungsi, dalam keadaan sehat di tiga bulan
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terakhir.Keenam, untuk setiap penguhini rumah, setidaknya memiliki lantai
rumah dengan luas paling sedikit 8m.ketujuh, anggota keluarga yang
berstatus sebagai pasangan dengan memiliki anak 2 tahun atau lebih dapat
memakai obat/alat kontrasepsi. Kedelapan, anggota keluarga di mulai usia
10-60 tahun dapat membaca tulisan.
2.5.1.3. Tahapan Keluarga Sejahtera II11

Merupakan keluarga yang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dasarnya, kebutuhan akan sosio psikologinya, serta kebutuhan
akan pengembangannya. Namun, keluarga tersebut belum mampu untuk
dapat berkontribusi seperti memberi sumbangan baik secara sosial maupun
material kepada masyarakat. Berikut indikatornya, antara lainpertama,
peningkatakan kemampuan dalam pengetahuam agama pada anggota
keluarga. Kedua, setiap anggota keluarga dapat memerima informasi melalui
tv/majalah/radio/surat kabar. Ketiga, anggota keluarga dapat menabung
sebagian uang ataupun barangnya.Keempat, setiap kegiatan yang ada di
lingkungannya seluruh anggota keluarga ikut serta dalam kegiatan
tersebut.Kelima, makan bersama diadakan setidaknya satu minggu sekali
yang digunakan untuk membangun komunikasi antara keluarga
2.5.1.4.Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Merupakan keluarga yang telah mampu untuk memenuhi segala

kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya, baik itu seperti kebutuhan dasar,
kebutuhan sosio psikologi, kebutuhan pengembangann, serta kebutuhan

sumbangan berupa sosial maupun material. Adapun indikatornya, antara
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lainterdapat anggota keluarga yang menjadi pengurus dalam beberapa
perkumpulan, seperti yayasan/lembaga masyarakat/serta perkumpulan sosial,
yang bekerja secara aktif, serta secara berkelanjutan anggota keluarga dengan
suka rela memberikan berupa sumbangan berupa uang kepada setiap

kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan setempat.

2.6. Teori Organisasi

Organisasi merupakan sebuah tempat atau sarana dalam mencapai
berbagai sasaran maupun tujuan pada organisasi yang memiliki banyak
komponen, seperti adanya tata hubungan kerja, terdapat banyak orang, spesialisasi
mereka masing-masing, serta adanya spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional
dari anggota sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Ernest Dale organisasi merupakan suatu proses perencanaan
yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau
pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Sedangkan
menurut Cyril Soffer organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-
masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian tugas-
tugas.”

Menurut Luther Gulick, organisasi merupakan sebagai suatu alat saling
hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang
ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat

dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang

Yusuf Gabriel Maniagasi, 2018, Penguatan Kapasitas Puskesma Sebagai Organisasi
Publik (Kajian dalam Prespektif Teori Organisasi), Jurnal [lmu Administrasi, Vol. 7, No.
1, Hal. 71-72.
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menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. Sedangkan
menurut Chester 1.Barnard organisasi merupakan sebagai sebuah sistem tentang
aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak
pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.”!

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
organisasi merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama ingin
mencapai sebuah tujuan dari suatu program maupun kegiatan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pada setiap organisasi terdapat struktur hubungan kerja,
kekuasan-kekuasaan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, serta adanya
komunikasi dan faktor-faktor lainnya yang akan menjadi sempurna jika dilakukan

secara bekerjasama.

Inu Kencana Syafiie, Manajemen Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011),
Hal. 11-12.
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2.7 Kerangka Berfikir
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BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh Singkil terbentuk pada tanggal 14 April tahun 1999, yang mana
diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999
tentang pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 3827). Kabupaten Aceh Singkil dulunya adalah salah
satu Kecamatan yang ada di Aceh Selatan, kemudian terjadi pemekaran yang
menyebabkan Kecamatan Aceh Singkil tidak lagi termasuk dari bagian Kabupaten
Aceh Selatan.”

Kabupaten Aceh Singkil adapun wilayahnya terletak di sebelah Selatan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memiliki penduduk asli Aceh Singkil yaitu
suku Asli Singkil, Haloban, daan Aneuk Jamee, yang mana selain itu di jumpai
juga susku-suku pendatang lain seperti, Pakpak, Aceh, dan Minang. Kabupaten
Aceh Singkil memiliki 11 Kecamatan serta 116 Desa, diantaranya yaitu Desa
Kilangan Kecamatan Singkil yang menjadi lokasi penelitian. Berikut penjelasan

tentang bagaimana gambaran lokasi penelitian tersebut:

3.1.1. Kondisi Kependudukan Berdasarkan Geografis
Desa Kilangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan

Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Desa Kilangan memiliki luas wilayah 800 Ha,

2 Profil Kabupaten Aceh Singkil, https://'www]l-
media.acehprov.go.id/uploads/Aceh_Singkil 2020.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2021.
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dengan luas pemukiman 700 Ha dan luas tanah rawa 100 Ha, dan jumlah jiwa

1.200. Desa Kilangan merupakan daerah yang dikelilingi oleh sungai ataupun

lautan. Batas wilayah Desa Kilangan adalah sebagai berikut:>

a. Sebelah Utara: perbatasan Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten

Aceh singkil adalah Desa Gosong Kecamatan Singkil Utara.

b. Sebelah Selatan: perbatasan Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten

Aceh singkil adalah Desa Kayu Menang Kecamatan Kuala Baru.

c. Sebelah Timur: perbatasan Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten

Aceh singkil adalah Desa Kuta Baharu Kecamatan Singkohor.

d. Sebelah Barat: perbatasan Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten

Aceh singkil adalah Desa Haloban Kecamatan Pulau Banyak Barat.

Desa Kilangan mempunyai luas 800 Ha, yang terbagai menjadi 4 Dusun.

Dusun tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Nama Kepala Dusun dan Jumlah Dusun
Nama Kepala Dusun
Dusun
Irlan Surkandi Dusun |
Akim Satria Dusun II
Zulkifli Dusun III
Andika Saputra Dusun IV

Sumber: Data monografi Desa Kilangan
Tahun 2020,data diambil pada

tanggall7 Juni 2021.

>3 Profil Kabupaten

Singkil.

https://'wwwl-

media.acehprov.go.id/uploads/Aceh_Singkil 2020.pdf, diakses pada tanggal 17 Juni

2021.
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, Desa Kilangan memiliki 4
Dusun. Dusun I dengan Kepala Dusun Irlan Surkandi dengan jumlah penerima
bantuan PKH sebanyak 28 KK, Dusun II dengan Kepala Dusun Akim Satria
dengan jumlah penerima bantuan PKH sebanyak 20 KK, Dusun III dengan Kepala
Dusun Zulkifli dengan penerima bantuan PKH sebanyak 16 KK, serta untuk
Dusun IV dengan Kepala Dusun Andika Saputra dengan jumlah penerima bantuan

PKH sebanyak 14 KK.

3.1.2. Kondisi Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Kondisi kependudukan berdasarakan jenis kelamin dan umur adalah suatu
gambaran, yang mana dapat dikelompokkan dengan karakteristik-karakteristik
tertentu dengan susunan penduduk di suatu daerah. Jenis kelamin dan umur adalah
suatu hal yang penting di ketahui dalam menentukan karakteristik penduduk di
suatu daerah, di karenakan dengan mengetahui kondisi jenis kelamin dan umur
penduduk, maka dapat pula mengetahui perubahan yang terjadi dari setiap
masanya. Adapun untuk kondisi kependudukan berdasarkan jenis kelamin adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kondisi Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-Laki 768 Orang
2. Perempuan 809 Orang
Total 1.577 Orang

Sumber: Data monografi Desa Kilangan Tahun
2020,data diambil pada tanggal 17 Juni
2021.
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, perbedaan antara jenis
kelamin laki-laki dan perempuan. Perbandingan tersebut dapat di lihat dari jumlah
jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 809, sedangkan jumlah jenis kelamin
laki-laki sebanyak 768 orang. Oleh karena itu, dari 4 Dusun yang ada di Desa
Kilangan, maka total keseluruhan penduduknya berdasarkan jenis kelamin adalah
sebanyak 1.577 orang.Adapun untuk kondisi kependudukan berdasarkan

komposisi umur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kondisi Kependudukan Berdasarkan Komposisi Umur
No. Umur Jumlah
1. 0-4 Tahun 50 Orang
2. 5-9 Tahun 130 Orang
3. 10-14 Tahun 163 Orang
4. 15-19 Tahun 160 Orang
5. 20-24 Tahun 170 Orang
6. 25-29 Tahun 152 Orang
¥ 30-39 Tahun 187 Orang
8. 40-49 Tahun 220 Orang
9. 50-59 Tahun 195 Orang
10. 60 Keatas 150 Orang
Jumlah 1.577 Orang

Sumber: Data monografi Desa Kilangan Tahun
2020,data diambil pada tanggal 17 Juni
2021.

Berdasarkan tabel diatas menujukkan bahwa, kondisi penduduk pada
klasifikasi jumlah umur yaitu mulai dari umur 0-4 tahun sampai dengan umur 60
tahun keatas. Pada komponen penerima bantuan PKH anak umur dari 5-9 tahun,
10-14 tahun, dan 15-19 tahun, termasuk ke dalam kategori penerima bantuan PKH

pendidikan dengan jumlah penerima keseluruhan bantuan pendidikan di Desa
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Kilangan adalah sebanyak 157 orang. Umur 0-4 tahun (bayi/balita), umur 20-24
tahun, 25-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun (ibu hamil dan nifas) termasuk ke
dalam komponen kesehatan, dengan penerima bantuan pada 0-4 tahun (bayi)
sebanyak 22orang, dan umur 20-49 tahun (ibu hamil dan nifas) sebanyak 2 orang.
Sedangkan umur 60 tahun keatas/lansia, disabilitas termasuk ke dalam komponen

kesejahteraan sosial, dan untuk Desa Kilangan tidak terdapat komponen tersebut.

3.1.3. Kondisi Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Masyarakat di Desa Kilangan pada umumnya berpendidikan sekolah dasar
(SD), SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Namun, tidak sedikit juga masyarakat
yang tidak bersekolah/tidak mengenyam bangku pendidikan, yang mana hal ini
menunjukkan bahwa banyak terdapat bermacam ragam pendidikan masyarakat di
Desa Kilangan.Berdasarkan data monografi Desa Kilangan, adapun untuk kondisi

kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kondisi Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jiwa
1. Tidak Sekolah 10 Orang
2. Belum Sekolah 15 Orang
3. TK/Taman Kanak-Kanak 29 Orang
4. SD/Sederajat 115 Orang
5. SMP/Sederajat 66 Orang
6. SMA/Sederajat 44 Orang
7. Akademi D1/D3/D4 20 Orang
8. Sarjana/S1/S2 13 Orang
Total 312 Orang

Sumber: Data monografi Desa Kilangan Tahun 2020,
data diambil pada tanggal 17 Juni 2021.
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan dan
kegiatan belajar mengajar, pada dasarnya selalu di sukseskan oleh adanya kualitas
sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai, serta sarana pendidikan
yang diberikan mampu meningkatkan kualitas kemampuan dari para siswanya dan
juga para pengajar di pendidikan tersebut. Selain itu, kualitas pendidikan akan
mempengaruhi bagaimana menentukan aktivitas seseorang di lingkungannya

dengan indikator sikap serta tindakan seseorang tersebut.

Penelitian ini menunjukkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Kilangan
di mulai dari yang tidak sekolah sampai kepada jenjang pendidikan Strata I (SI).
Pada komponen PKH pada kategori pendidikan yang termasuk penerima bantuan
tersebut hanya dari tingkat pendidikan SD/SMP/SMA. Jumlah penerima bantuan
pada tingkat SD dari 115 orang adalah sebanyak 59 orang, jumlah penerima
bantuan pada tingkat SMP dari 66 orang adalah sebanyak 48 orang dan jumlah

penerima bantuan pada tingkat SMA dari 44 orang adalah sebanyak 50 orang.

3.1.4. Kondisi Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian

Kondisi penduduk berdasarkan mata pencaharian disini, dapat
menunjukkan tentang bagaimana gambaran dari keseluruhan jumlah penduduk
dari berbagai setiap sektor pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Kilangan. Adapun untuk kondisi kependudukan berdasarkan mata pencaharian

tersebut, adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.5
Kondisi Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah
1. | Nelayan 139 Orang
2. | Pedagang 17 Orang

3. | Pegawai Negeri Sipil/PNS 33 Orang

4. | Karyawan Swasta 55 Orang

5. Karyawan Honorer 27 Orang

6. Peternak 3 Orang

7. | Petani 3 Orang

8. Tukang becak 30 Orang

9. IRT 71 Orang
10. | Buruh Harian Lepas/BHL 14 Orang
11. | Mekanik 3 Orang

12. | Khatib 2 Orang

13. | Pensiun 5 Orang

Total 402 Orang

Sumber: Data monografi Desa KilanganTahun
2020, data diambil pada tanggal 17 Juni
2021.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, mata pencaharian di Desa
Kilangan memiliki berbagai macam bentuk pekerjaan. Beberapa menunjukkan
masyarakat di Desa Kilangan banyak bekerja sebagai nelayan dengan jumlah 139
orang, yang menjelaskan bahwa potensi mata pencaharian di Desa Kilangan
adalah nelayan, hal ini di karenakan kondisi lingkungan di sekitar Desa adalah

wilayah dengan daerah sungai dan termasuk ke dalam daerah pesisir.

3.1.5. Kondisi Kependudukan Berdasarkan Kesehatan

Pengelolaan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga
upaya meningkatkan upaya kesehatan perorangan, yang mana hal ini dilakukan
melalui sebuah sistem manajemen kesehatan yang di dukung oleh berbagai sistem
informasi kesehatan yang diperuntukkan demi keberhasilan dan berdaya gunanya

sistem kesehatan tersebut bagi masyarakat.
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Masyarakat di Desa Kilangan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan
haruslah mendatangi puskemas, di karenakan di Desa tersebut tidak terdapat
fasilitas kesehatan. Masyarakat Desa Kilangan untuk mendatangi puskesmas
haruslah menempuh jarak yaitu 4,5 Km dan waktu tempunya 20-25 menit. Jalan
yang ditempuh menuju ke puskesmas tersebut dapat melalui kendaraan dengan
kondisi jalan yang lancar tanpa kendala seperti tidak ada lampu merah yang

menghalangi jarak tempuh.

3.1.6. Kondisi Kependudukan Berdasarkan Sosial Budaya

Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, masyarakat
yang bertempat tinggal di dalamnya sangat menjunjung tinggi budaya dan juga
kehidupan sosial yang baik. Masyarakat di Desa Kilangan tersebut juga menjaga
etika yang baik dalam bergaul. Kecamatan Singkil khususnya Desa Kilangan
terdapat berbagai suku diantaranya suku dari pendatang yaitu suku Minang,
Batak, Nias, Aceh dan suku asli Singkil.

Bahasa yang digunakan di Desa Kilangan tersebut adalah sebuah Bahasa
yang tergolong ke dalam bahasa-bahasa Minang dan sebagian masyarakatnya juga
menggunakan Bahasa Batak Utara seperti Karo, Alas, Kluet, dan Pakpak.
Kesukuan yang beragam ini dapat menjadikan masyarakat di Desa Kilangan tetap
berada dalam lingkungan yang menyediakan pola hidup yang mengandung

kebersamaan, aman, damai, dan juga dapat menerima segala perbedaan yang ada.
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3.1.7. Kondisi Kependudukan Berdasarkan Sosial Keagamaan

Mayoritas masyarakat di Desa Kilangan Kecamatan Singkil adalah semua
beragama islam. Masyarakat menjadikan nilai-nilai yang ada dalam agama islam
sebagai tata kehidupan dalam menjalin hubungan silaturahmi antara sesama
masyarakat di Desa tersebut, baik itu dalam setiap kegiatan-kegiatan sosial yang
dilakukan setiap harinya. Desa Kilangan memiliki 4 dusun, di antara dusun-dusun
tersebut terdapat 2 sarana ibadah (masjid) tepatnya di dusun 2 dan 3, terdapat juga
2 TPA/tempat anak-anak desa belajar agama yang dilakukan pada siang sampai
dengan sore hari.

Desa Kilangan juga memiliki daya Tarik lain dalam hal keagamaan,
dimana di salah satu dusun tepatnya di dusun 2 terdapat sebuah maqam ulama
yang dikenal di seantero Negeri bahkan Dunia pun mengenalnya yaitu magam
Syekh Abdurrauf As-Singkily, yang mana hal ini menambahkan jiwa spiritual
masyarakat di Desa kilangan dalam hal menerapkan nilai-nilai keagamaan di

kehidupan.



BAB IV
DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan PKH Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Kilangan Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil

Efektivitas secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu kesesuaian
antar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai.
Efektivitas dalam hal ini menunjukkan telah seberapa jauh tujuan yang tercapai,
yang mana tujuan tersebut telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga dapat
dilihat dari bagaimana kemampuan kinerja seseorang maupun organisasi dalam

melakukan pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Tingkatan efektivitas dapat diukur juga dengan cara membandingkan antara
sebuah rencana yang telah ditentukan dengan sebuah hasil nyata yang telah
diwujudkan, dengan usaha-usaha maupun hasil dari tindakan dan pekerjaan yang
dilakukan haruslah tepat dan sesuai. Jika, usaha atau tindakan yang dilakukan
tidak tepat, maka akan menyebabkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
tidak tercapai atau dapat dikatakan tujuan dari program tersebut tidak berjalan

dengan efektif/tidak efektif.

Pencapain efektivitas pada Program Keluarga Harapan dapat dilihat dengan
bagaimana upaya dalam pemberdayaan masyarakat dengan menjalin adanya
hubungan kerjasama dengan aparatur pemerintah dan juga masyarakatnya, baik

itu dalam keadaan individu ataupun sebagai kesatuan dalam berkelompok.
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Pemberdayaan yang dimaksud adalah sebuah prinsip yang ditujukan untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dari sebelumnya.
Dengan demikian, pencapaian keberhasilan suatu program tidak hanya tanggung
jawab pemerintah semata, melainkan keberhasilan program juga merupakan

tanggung jawab masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kunci utamanya adalah
adanya hubungan kerjasama yang baik. Pada proses ini fungsi dari pendamping
pada Program Keluarga Harapan merupakan suatu penghubung yang berperan
untuk menjembatani antar aspirasi-aspirasi masyarakat dengan pemerintah
maupun juga sebaliknya. Dengan tujuan Program Keluarga Harapan adalah
program yang ditujukan untuk mengubah kehidupan masyarakat yang kurang

mampu agar dapat hidup layak maupun sejahtera hingga masa yang akan datang.

Efektivitas dalam pencapaiannya, ditentukan oleh beberapa indikator yang
dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pencapaian tujuan pada suatu
program. Adapun indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran efektivitas,

yaitu:
4.1.1. Pemahaman Program

Program Keluarga Harapan adalah suatu program pemberian bantuan
sosial yang bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat yang dikategorikan
sebagai keluarga yang kurang mampu dengan tujuan pencapaian program
percepatan penanggulangan kemiskinan serta pencapaian kesejahteraan sosial

masyarakat secara berkelanjutan.
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Pemahaman program dapat dilihat dengan cara seberapa jauh pemahaman
dari kelompok sasaran dalam memahami program maupun terkait dengan
kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pencapaian efektivitas
pada program maupun kegiatan-kegiatan akan dapat dikatakan, jika pendamping
PKH dan kelompok sasaran dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat dapat

memahami program maupun kegiatan-kegiatan tersebut.

Pendamping PKH harus memiliki pemahaman tentang bagaimana
menjalankan Program Keluarga Harapan dengan baik, serta memahami
bagaimana tujuan dari tugas pendamping terhadap pemberian pendampingan
kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam upaya untuk membantu meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Kilangan.

Pendamping PKH memiliki tugas maupun peran adalah mendampingi
keluarga-keluarga yang termasuk ke dalam Kelurga Penerima Manfaat.
Dampingan tersebut dapat berupa mendampingi bantuan kepada anak-anak
sekolah SD/SMP/SMA, mendampingi bantuan kepada ibu hamil dan bayi/balita,
serta mendampingi segala pengaduan ataupun masalah yang dialami masyarakat

selama proses pelaksanaan kewajibannya menjadi peserta penerima PKH.
Menurut pendamping PKH di Desa Kilangan, Rafliansyah menjelaskan:**

“Pendamping selalu memberikan pemahaman tentang bagaimana proses
pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan tersebut, mulai dari
pemahaman tentang hak dan juga kewajiban yang harus di penuhi oleh
KPM, sampai kepada bagaimana proses pencairan dana bantuan yang
diberikan”.

> Hasil wawancara dengan bapak Rafliansyah (sebagai pendamping PKH Desa Kilangan)

Pada Tanggal 02 September 2021. Pukul 14.30 di Warung Kopi.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping PKH telah menjalankan

tugasnya sebagai pendamping PKH dalam memberikan pemahaman tentang

bagaimana hak serta kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penerima PKH,

tidak pula pendamping selalu menghimbau Keluarga Penerima Manfaat PKH

yang berjumlah 78 Kepala Keluarga yang ada di Desa Kilangan, Kabupaten Aceh

Singkil.

Hal ini juga, dijelaskan oleh Ibu Nurlen sebagai salah satu Keluarga

Penerima Manfaat PKH:>’

“Setiap pertemuan yang diadakan oleh pendamping PKH Bapak
Rafliasnyah, tidak pernah lupa untuk menyampaikan hak dan kewajiban
yang semestinya dilaksanakan oleh KPM, seperti memastikan anak-anak
Desa Kilangan tidak putus sekolah (pendidikan terjamin), memeriksakan
kesehatan baik untuk ibu hamil atau bayi/balita ke posyandu selama 1
bulan sekali. Dan hasil dari setiap musyawarah yang disampaikan bahwa
bagi ibu-ibu/keluarga penerima PKH yang kalau sudah memiliki mobil,
kebun, atau yang dianggap sudah mampu, maka pendamping berhak untuk
mengeluarkan ibu/keluarga tersebut sebagai penerima PKH”.

Hal ini juga di pertegas oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH lainnya,

yaitu ibu Diah:

“Pendidikan, posyandu, kesehatan untuk ibu hamil selalu ditegaskan oleh
pendamping PKH untuk selalu dijalankan, karena itu merupakan hak dan
kewajiban sebagai penerima PKH di Desa Kilangan. Apabila kewajiban
diatas tidak dilaksanakan secara rutin, maka pendamping akan
memberikan sanksi atau teguran pertama, dan kemudian jika sama sekali
tidak dijalankan, maka hak sebagai anggota penerima PKH akan di cabut
atau dikeluarkan”.
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Hasil wawancara dengan ibu Nurlen (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan) Pada
Tanggal 03 September 2021. Pukul 10.15 di Kediaman Beliau.

Hasil wawancara dengan ibu Diah (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan) Pada
Tanggal 06 September 202. Pukul 11.00 di Kediaman Beliau.
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Hal senada juga disampaikan oleh ibu Rosmaini, selaku Keluarga

Penerima Manfaat PKH Desa Kilangan:’

“Pendamping PKH Desa Kilangan selalu menyampaikan informasi
mengenai apa saja hak dan juga kewajiban kami selaku Keluarga Penerima
Manfaat PKH, serta selalu memberitahukan informasi-informasi penting
mengenai segala sesuatu yang kami butuhkan selama menjadi penerima
bantuan PKH”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping menyampaikan hak dan
juga kewajiban semata-mata untuk menjalankan tugasnya, yang telah diperoleh
dan dipercayakan kepada pendamping PKH. Namun, juga ada sebagian kecil yang
masih menjadi kendala pendamping untuk melakukan dan memberikan

pemahaman terhadap masyarakat penerima PKH.

Pada kegiatan pendampingan, yang dimana pendamping memberikan
pemahaman program kepada KPM, masih ditemukan penerima yang tidak
sepenuhnya memahami bagaimana semestinya untuk memenuhi hak dan juga
kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH. Hal ini dapat dilihat dari proses
wawancara yang dilakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH yang
hanya memahami bagaimana proses pencairan dana bantuan, tanpa tahu
bagaimana hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penerima

bantuan PKH. Seperti ibu Yuni menjelaskan:™®

“ketika kegiatan pendampingan, saya terkadang tidak bisa hadir di
karenakan ada kesibukan bekerja, kadang sakit sehingga saya kurang
memahami hak dan kewajiban sebagai penerima PKH. Sehingga sampai
sekarang saya kurang memahami bagaimana pelaksanaan PKH tersebut.

77 Hasil wawancara dengan ibu Rosmaini (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan) Pada

Tanggal 08 September 2021. Pukul 16.00 di Kediaman Beliau.
Hasil wawancara dengan ibu Yuni (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan) Pada
Tanggal 07 September 2021. Pukul 09.50 di Kediaman Beliau.
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Apalagi disaat pandemi sekarang, hampir tidak ada pertemuan yang
dilakukan oleh pendamping PKH dengan alasan tidak dipebolehkan
adanya kerumunan atau perkumpulan yang melibatkan banyak orang.
Sehingga, banyak hal-hal yang menjadi semakin bingung”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika dilihat sebelum adanya pandemi
melanda dunia dan terutama Indonesia, pendamping selalu bebas untuk
melakukan kegiatan setiap bulannya. Namun, selama adanya Corona yang
membuat aktivitas masyarakat tidak bisa seperti biasanya, baik itu dalam hal
bekerja, mengadakan proses belajar mengajar, mengadakan rapat musyarawah,
dan segala hal yang melibatkan banyak orang, termasuk kegiatan PKH yang

diadakan setiap bulannya tidak pernah lagi diadakan selama pandemi ini

berlangsung.
4.1.2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran ditentukan oleh sejauh mana pemilihan peserta program
itu tepat maupun sesuai dengan sasaran dari program yang telah ditentukan
sebelumnya. Keberhasilan suatu program akan sangat ditentukan dengan
bagaimana penentuan sasaran yang tepat dan sesuai. Namun sebaliknya,
keberhasilan suatu program akan terhambat jika sasaran yang ditetapkan itu

kurang tepat.

Program Keluarga Harapan pada umumnya memiliki tujuan utama yaitu
untuk mengurangi kemiskinan terhadap masyarakat, baik itu dalam jangka
panjang maupun jangka pendek. Pelaksanaan PKH di Desa Kilangan telah sesuai
dengan tujuan dari PKH, yaitu membantu untuk keperluan pengeluaran biaya

ekonomi masyarakat yang tergolong sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH
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serta dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di

Desa Kilangan.

Ketepatan sasaran dalam menentukan pilihan dapat dilihat dari bagaimana
penentuan pemilihan masyarakat yang tergolong tidak mampu atau yang memiliki
kategori yang sesuai dengan syarat penerima bantuan PKH. Oleh karena itu,
seorang pendamping PKH haruslah yang orang yang berkualitas serta bisa
menjalankan sepenuhnya tugas yang diberikan kepadanya, dikarenakan
pendamping PKH yang nantinya akan selalu berhubungan dengan masyarakat

penerima bantuan PKH selama proses Program Keluarga Harapan dilaksanakan.

Menurut pendamping PKH, penerima bantuan di Desa Kilangan sudah
tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria berdasarkan komponen yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan. Hal ini di sampaikan oleh Rafliansyah selaku

pendamping di Desa Kilangan:>

“Selama saya menjadi pendamping di Desa Kilangan, masyarakat yang
menerima bantuan termasuk ke dalam kategori keluarga kurang mampu,
seperti memiliki anak-anak yang masih sekolah mulai dari SD/SMP/SMA,
memiliki bayi/balita serta ibu hamil. Dan masih banyak masyarakat yang
menggantungkan sebagian hidupnya dengan biaya dari PKH, karena
mengingat masyarakat Desa Kilangan peluang usahanya masih hampir
rentan tidak ada dan hampir rata-rata pekerjaan masyarakatnya sebagai
nelayan”.

Sebagaimana hasil wawancara diatas, keluarga yang kurang mampu syarat

utama sebagai penerima bantuan PKH dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

? Hasil wawancara dengan bapak Rafliansyah (sebagai pendamping PKH Desa Kilangan)

Pada Tanggal 02 September 2021. Pukul 14.30 di Warung Kopi.
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masyarakat, sehingga bisa merubah hidupnya ke yang lebih baik dan mampu

melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang leibh tinggi serta diharapkan

tidak anak yang putus sekolah di Desa Kilangan, dan ini sesuai dengan kategori

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Hal ini juga dipertegas kembali

oleh Geuchik Desa Kilangan Bapak Mufti, yang menyatakan penerima PKH

belum tepat sasaran, seperti:®

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris , yaitu Bapak Usman:

“Masih ditemukan di dalam kelompok kegiatan yang dapat dikategorikan
mampu namun menerima bantuan PKH. Hal ini disebabkan karena,
pendamping tidak mendata atau melakukan verifikasi langsung ke
lapangan terkait keluarga mana saja yang dikategorikan miskin.
Pendamping hanya menerima data dari Desa, yang kemudian ditetapkan
oleh DTKS dan dijadikan pedoman oleh pendamping dalam melakukan
tugasnya untuk memberikan dampingan terhadap penerima bantuan PKH.
Pendamping dan Desa tidak memiliki hak untuk menetapkan keluarga
mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut”.
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“Ketika ada masyarakat yang tidak menerima PKH, biasanya selalu
melaporkan ke Desa, dan memintak untuk di masukkan sebagai penerima
PKH. Namun, masyarakat tidak mengerti bahwa dari pihak Desa tidak ada
sangkut pautnya dalam penentuan penerima bantuan PKH”.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Ketua BPG Desa Kilangan, yaitu Bapak

Safnal:%

“Pendamping PKH tidak pernah menjalin hubungan dengan BPG selaku
lembaga masyarakat yang lebih mengetahui kehidupan masyarakat di Desa
Kilangan. Jadi, antara pendamping PKH dengan BPG sama sekali tidak
ada hubungan apapun”.
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Hasil wawancar dengan bapak Mufti (sebagai Keuchik Desa Kilangan) Pada Tanggal 10
September 2021. Pukul 09.45 di Kantor Desa Kilangan.

Hasil wawancara dengan bapak Usman (sebagai Sekretaris Desa Kilangan) Pada Tanggal
08 September 2021. Pukul 09.00 di Kantor Desa.

Hasil wawancara dengan bapak Safnal (sebagai Ketua BPG Desa Kilangan) Pada Tanggal
06 September 2021. Pukul 14.00 di Kediaman Beliau.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pendamping PKH tidak ada
berhubungan secara langsung dengan keuchik, sekretaris maupun ketua BPG
selaku perwakilan masyarakat. Seharusnya selaku pendamping PKH Desa
Kilangan, pendamping harus tetap melakukan hubungan dengan para wakil
masyarakat di Desa tersebut, ditujukan agar lebih mengetahui bagaimana kondisi
atau keadaan masyarakat Desa sesungguhnya. Sehingga, pendamping bisa
membedakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dengan
katogeri miskin dengan masyarakat yang masih bisa digolongkan ke dalam
kondisi mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka, PKH sebagai
program bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

miskin dapat berjalan sesuai dan tepat sasaran dalam penerimaannya.

4.1.3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dapat dilihat dengan cara bagaimana penggunaan waktu
yang digunakan selama proses pelaksanaan program tersebut, apakah dalam
proses pelaksanaan program telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan
sebelumnya ataupun sebaliknya yaitu tidak sesuai dengan jadwal yang
direncanakan guna dalam pencapaian tujuan dari program. Penggunaan waktu
yang tepat juga akan menentukan seberapa efektif program yang telah

dilaksanakan.

Segala sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan setiap kegiatan yang
dilakukan dalam sebuah program adalah bagaimana untuk bisa mengatur
ketetapatan waktu yang digunakan. Dalam hal ini pada Program Keluarga

Harapan ketetapatan waktu dapat dilihat bagaimana keberhasilan pendamping
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dalam mengadakan kegiatan sosialisasi setiap satu bulan sekali, yang mana
kegiatan ini diperuntukkan sebagai peningkatan kemampuan pada setiap keluarga
yang tegolong tidak mampu serta terdaftar sebagai Kelurga Penerima Manfaat

dari PKH.

Pengadaan kegiatan sosialisasi yang diadakan setiap satu bulan sekali
ditujukan untuk memberikan edukasi dan juga pengetahuan atau ilmu tentang
bagaimana cara-cara untuk mendidik anak-anak sekolah dengan baik serta
pendamping selalu menghibau para keluarga atau ibu-ibu untuk selalu
memeriksakan kesehatan anak serta kandungannya ke posyandu yang telah

disediakan disetiap bulannya.

Pendampingan yang dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi para
penerima bantuan PKH dalam menjalankan segala kewajibannya, seperti
memeriksakan kesehatan baik itu bagi ibu hamil dan juga balita di pusat kesehatan
posyandu, menjalankan pendidikan bagi anak-anak sekolah mulai dari
SD/SMP/SMA, serta mengikuti kegiatan pertemuan yang dilakukan setiap 1 bulan
sekali. Dalam hal ini ketepatan waktu sangat mentukan kelancaran penerima
bantuan program keluarga harapan atau PKH, dengan ketepan waktu juga
memberikan kelebihan tersendiri bagi masyarakat bahkan terhadap pendamping

sendiri.

Pada pertemuan yang diadakan satu bulan sekali, di dalamnya pendamping
mensosialisasikan bagaimana strategi dalam pertemuan awal. Sebelum

dilaksanakannya pertemuan awal, pendamping akan membagikan undangan dari
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Kementerian Sosial RI berupa SUPA (surat undangan pertemuan awal), yang

diberikan kepada masyarakat terdata dalam kategori miskin.

Pendamping juga akan membantu masyarakat selaku KPM dalam
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi selama proses pelaksanaan PKH
berlangsung. Pada penyelesain setiap masalah, pendamping akan turun langsung
dan memberikan solusi kepada KPM, seperti pendampingan kepada para peserta
ibu-ibu yang masih tidak mengerti cara untuk pengambilan dana bantuan, turun
langsung untuk melihat kewajiban-kewajiban KPM apakah sudah dijalankan atau
tidak, jika masih terdapat KPM yang tidak menjalankan sepenuhnya
kewajibannya, maka pendamping akan memberikan peringatan sebanyak tiga kali
kepada KPM untuk menjalankan kewajibannya tersebut. Jika, hal tersebut masih
tidak dijalankan, maka peserta KPM akan dikeluarkan sebagai penerima bantuan

PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH Desa Kilangan,

yaitu Rafliansyah, mengatakan:®

“Pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan itu setiap 1 bulan
sekali atau bahkan sampai 3 bulan sekali. Namun, selama masa Covid-19
ini, kegiatan pertemuan rutin tidak dilakukan sama sekali, mengingat
himbauan pemerintah yang tidak mengizinkan mengadakan kegiatan-
kegiatan yang sifatnya melibatkan orang banyak. Hal ini, menyebabkan
pendamping hanya melakukan komunikasi dengan ketua kelompok KPM
melalui media yaitu berupa handphone, kemudian ketua kelompok
menyampaikan kepada anggotanya terkait informasi yang di sampaikan
pendamping. Informasi yang di sampaikan oleh pendamping tidak
dilakukan setiap minggu atau bulannya, pendamping hanya akan
melakukan komunikasi dengan ketua kelompok jika bantuan tersebut akan
dikeluarkan”.

63 Hasil wawancara dengan bapak Rafliansyah (sebagai pendamping PKH Desa Kilangan)

Pada Tanggal 02 September 2021. Pukul 14.30 di Warung Kopi.
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Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat

PKH, yaitu Ibu Nurlen:**

“Sebelum Corona kegiatan dilakukan setiap satubulan sekali dengan
sebagaimana PKH lainnya yang dilaukan dalam setiap desa. Namun
setelah adanya Corona kegiatan pertemuan tidak pernah diadakan lagi
tetapi ketua kelompok KPM tetap berkomunikasi dengan pendamping,
kemudian hasil komunikasi tersebut disampaikan melalui grup watshap
para penerima bantuan PKH agar bisa dipahami apabila pencairan dana
sudah cair maka ketua PKH harus menginfokan kepada seluruh penerima
bantuan melalui HP/Handpone di Desa Kilangan ini”.

Hal ini juga dipertegas oleh Ibu Siti, selaku penerima PKH di Desa

Kilangan menyatakan:®’

“Meskipun Corona para penerima bantuan PKH tetap mendapatkan
informasi dari ketua kelompok KPM. Kemudian jika terdapat masalah
antara penerima bantuan maka disampaikan melalui ketua dan kemudian
ketua menyampaikan kepada pendamping PKH karena dengan adanya
laporan tersebut maka pendamping PKH bisa dengan efektif dan tepat
dalam setiap melaksanakan kegiatan dan tepat pada waktunya.”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rosmaini, selaku penerima bantuan

PKH menyatakan:*°

“Corona atau tidak Corona pendamping PKH wajib memberikan arahan
meski hanya melalui ketua kelompok KPM, karena setiap keluarga
penerima manfaat (KPM) akan menerima dana bantuan pada setiap
tahunnya akan berbeda-beda.”

Sebagaimana hasil wawancara diatas, pertemuan yang diadakan setiap

bulannya dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat selaku peserta
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Hasil wawancara dengan ibu Nurlen (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan) Pada
Tanggal 03 September 2021. Pukul 10.15 di Kediaman Beliau.
Hasil wawancara dengan ibu Siti (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan)Pada
Tanggal 07 September 2021. Pukul 11.50 di Kediaman Beliau.
Hasil wawancara dengan ibu Rosmaini (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan) Pada
Tanggal 08 September 2021. Pukul 16.00 di Kediaman Beliau.
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penerima bantuan PKH untuk menjalankan kewajibannya yang harus dipenuhi,
membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPM,
memberikan arahan kemana seharusnya dana bantuan tersebut digunakan, serta
membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mandiri dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, pada pelaksanaannya
pertemuan hanya akan diadakan jika dana bantuan akan dikeluarkan, dan dirasa
jika ada hal-hal penting menyangkut Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dalam hal
ini kekurangan atau kelebihan dari setiap kegiatan atau dari segi penerima bantuan
program keluarga harapan harus menentukan dan menciptakan ketepatan waktu
karena itu menjadi keefektifan dalam suatu masyarakat di Desa Kilangan.
4.14. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan ditentukan dengan bagaimana tercapai atau tidaknya
sebuah program yang telah dibentuk sebelumnya. Program Keluarga Harapan
bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan juga bantuan sosial kepada
KPM dalam rangka untuk mengurangi beban setiap keluarga atau bahkan untuk

memutus rantai kemiskinan, sehingga masyarakat hidup sejahtera.

Pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan juga sangat di dukung
dengan kinerja dari pendamping. Pendamping PKH bertujuan untuk mendampingi
KPM dalam segala proses kegiatan/pelaksanaan PKH, seperti mengadakan
kegiatan setiap bulannya untuk memberikan arahan serta berdiskusi dengan
kelompok KPM PKH, meningkatkan kapasitas diri dari para KPM, mendampingi
setiap proses pembayaran, berkunjung ke rumah KPM, serta mengontrol dan

memastikan KPM PKH melaksanakan kewajibannya baik itu memeriksakan diri
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ke posyandu bagi ibu hamil dan bayi/balita, serta memastikan anak-anak tetap

sekolah.

Dalam hal ini pencapaian tujuan juga menjadi salah satu keefektifan dalam
mencapai kesejahteraan masyarakat yang menerima PKH, pencapaian tujuan akan
melahirkan harapan-harapan yang menjadi pokok utama pendamping yaitu
meningkatnya masyarakat yang sejahtera, anak-anak yang berpendidikan dan
ekonomi yang stabil. Dalam pendidikan anak nantinya bisa menggunakan dana
PKH untuk membeli perlengkapan sekolah supaya lebih menjadikan anak-anak
tersebut rajin dalam proses belajarnya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut,
pendamping memiliki tugas untuk pencapaian tujuan dalam proses pelaksanaan

PKH tersebut, diantaranya adalah:

a. Memfasilitasi peserta PKH.

b. Memberikan pengarahan atau berdiskusi dalam kelompok KPM PKH.
c. Memberikan pendampingan rutin.

d. Berkunjung ke rumah KPM PKH.

e. Meningkatkan kapasitas diri.

f.  Memfasilitasi proses pengaduan serta melakukan konsolidasi.

Pencapaian tujuan menjadikan pendamping untuk lebih giat meghimbau
masyarakat agar memeriksa kesehatan anak-anaknya keposyandu setempat agar
mendapatkan obat-obat gratis dan dana bantuan PKH tersebut nantinya dapat
digunakan untuk keperluan yang lainnya seperti bisa membeli makan pokok,

kebutuhan anak-anak sekolah dan membeli obat saat keadaan lagi sakit, sehingga
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sedikit demi sedikit para penerima PKH akan merasa semua kebutuhan hidupnya

dapat terpenuhi dengan adanya bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Rafliansyah, selaku pendamping PKH

Desa Kilangan:®’

“Selama saya menjadi pendamping PKH, masyarakat Desa Kilangan
sebagai keluarga penerima manfaat PKH banyak menerangkan kalau
mereka sudah sejahtera. Biasanya saya menghubungi ketua kelompok
untuk menanyakan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di
Desa Kilangan serta sebagian penerima PKH sudah memahami terhadap
besar kecilnya dana yang akan mereka terima, karena dana itu tidak bisa
diubah-ubah penerimanya itu langsung dari pusat yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pendamping PKH Desa

Kilangan sudah melakukan hubungan yang baik antar sesama keluarga penerima

bantuan PKH, beserta selalu melakukan komunikasi yang baik dengan ketua

kelompok KPM, dan selalu berkoordinasi terhadap segala pengaduan masyarakat

jika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Nurlaila, selaku ketua kelompok PKH

Desa Kilangan:®®

“Pendamping PKH mempercayai saya sebagai ketua kelompok untuk ibu-
ibu penerima PKH. Selama saya menjadi ketua kelompok, saya selalu
menanyakan perihal kesejahteraan terhadap ibu-ibu penerima PKH, dan
sejauh ini masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, Alhamdulillah lebih
sejahtera dari sebelumnya”.
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Hasil wawancara dengan Bapak Rafliansyah (sebagai pendamping PKH Desa Kilangan)
Pada Tanggal 02 September 2021. Pukul 14.30 di Warung Kopi.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaila (sebagai Ketua Kelompok KPM PKH Desa
Kilangan) Pada Tanggal 03 September 2021. Pukul 14.15 di Kediaman Beliau.



79

Hal ini juga dipertegas oleh ibu siti, selaku Keluarga Penerima Manfaat

PKH Desa Kilangan:*’

“Alhamdulillah selama menjadi peserta penerima bantuan PKH,
kehidupan perekonomian keluarga saya menjadi lebih baik dari pada
sebelumnya”.

Berdasarkan wawancara diatas, sebelum adanya PKH masyarakat Desa
Kilangan masih bisa di golongkan ke dalam kategori masyarakat yang kurang
sejahtera, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun, Program
Keluarga Harapan yang sedang berlangsung sampai saat ini telah memberikan
perubahan bagi masyarakat selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH dan telah
menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan aturan atau komponenyang
sudah ditetapkan atau diterima misalnya digunakan untuk buka usaha warung kopi
sehingga pendamping program keluarga harapan terus menerus memberikan
kepercayaan kepada keluarga penerima agar selalu menggunakan kejalan yang
benar dan bermanfaat dan pendamping PKH juga sangat yakin kalau masyarakat
di Desa Kilangan tercatat sebagai masyarakat yang sejahtera.

4.1.5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada kelompok
sasaran dalam kegiatan maupun program, yang dilihat dari sejauh mana dapat
memberikan dampak serta efek yang sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Perubahan nyata juga menentukan efektif atau tidaknya

kegiatan maupun program yang akan dijalankan, jika programnya berjalan dengan

6 Hasil wawancara dengan Ibu Siti (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan)Pada

Tanggal 07 September 2021. Pukul 11.50 di Kediaman Beliau.
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baik dan sesuai maka hal tersebut dapat memperolah hasil yang nyata pula bagi

para kelompok sasaran dalam setiap kegiatan ataupun program.

Perihal ini perubahan nyata harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
oleh pendamping agar mencapai suatu tujuan yang dapat dirasakan oleh setiap
masyarakat penerima PKH, tujuan yang dimaksud adalah Program Keluarga
Harapan dapat memberikan sebuah bantuan bersyarat dengan jaminan sosial
berupa masyarakat dapat mengakses jaminan kesehatan diperuntukkan bagi ibu
hamil dan kesehatan bayi/balita serta jaminan pendidikan dasar bagi keluarga

yang tergolong miskin.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rafliansyah, selaku

pendamping PKH Desa Kilangan: ™

“Perubahan nyata selama saya menjadi pendamping PKH, dapat dilihat
dari segi pendidikan anak-anak tidak putus sekolah, dari segi kesehatan
tidak ada lagi ibu-ibu hamil dan bayi/balita yang kekurangan gizi karena
kegiatan posyandu diadakan setiap bulannya, serta dari segi ekonomi
masyarakat sudah membuka usaha kecil-kecilan untuk membiayi
kehidupan anak-anak mereka kedepan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping PKH Desa Kilangan
sudah menjalankan tugasnya sebagai pendamping yang selalu memberikan arahan
kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH mengenai hak dan juga kewajiban yang
harus dijalankan, agar tujuan dari PKH tercapai yaitu untuk mensejahterakan
keluarga miskin. Serta dalam penyelesaian setiap masalah-masalah yang terjadi

terhadap peserta bantuan PKH, maka pendamping akan membicarakan langsung

70 Hasil wawancara dengan Bapak Rafliansyah (sebagai pendamping PKH Desa Kilangan)

Pada Tanggal 02 September 2021. Pukul 14.30 di Kediaman Beliau.
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kepada pihak yang bermasalah tersebut, seperti jika ada ibu hamil yang tidak
memeriksakan kesehatannya ke posyandu, yang mana hal tersebut harus
dijalankan sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta
PKH, maka pendamping akan mempertanyakan langsung keseriusan peserta
tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai peserta PKH, serta diberikan

kesempatan sebanyak tiga kali agar tidak mengulang permasalahan tersebut.
Kemudian Ibu Nurlaila, selaku ketua kelompok PKH juga menjelaskan:”'

“Keluarga penerima PKH, baik itu terdapat ibu hamil dan bayi/balita, anak
sekolah sudah lebih meningkat serta terlihat anak-anak Desa Kilangan
dapat menyelesaikan sekolahnya dengan semestinya”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Yuni, selaku Keluarga Penerima

Manfaat PKH Desa Kilangan:72

“Selaku Keluarga Penerima Manfaat PKH, saya sangat merasa terbantu
dengan adanya PKH. Karena, anak-anak dapat bersekolah dengan layak
serta terjamin pendidikannya”.

Sebagaimana wawancara diatas, data telah menunjukkan bahwa keluarga
penerima PKH merasa terbantu meringankan beban pengeluaran kebutuhan
sehari-hari. Karena, bantuan Program Keluarga Harapan dikeluarkan secara tunai
empat kali dalam setahun, dimana bantuan PKH tersebut dapat berbentuk layanan
seperti pendidikan dan kesehatan serta bantuan langsung tunai berupa uang dan

juga sembako yang diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat PKH.

n Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaila (sebagai ketua KPM PKH Desa Kilangan) Pada

Tanggal 03 September 2021. Pukul 14.15 di Kediaman Beliau.
Hasil wawancara dengan Ibu Yuni (sebagai peserta KPM PKH Desa Kilangan) Pada
Tanggal 07 September 2021. Pukul 09.50 di Kediaman Beliau.
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4.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendampingan KPM PKH

Pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Kilangan mempunyai beberapa faktor
yang dapat mendukung proses keberhasilan program. Pelaksanaan pendampingan
akan menghadapi sebuah proses yang dinamakan faktor hambatan dan
pendukung, dimana dengan adanya faktor hambatan dan pendukung tersebut
sebuah program akan mampu menjadi lebih baik dengan cara mengevaluasi diri
dan memperbaiki diri.

Faktor pendukung dan hambatan dapat di lihat dari ruang lingkup internal
ataupun eksternal pada pelaksanaan program. Adapun pada faktor pendukung
internal pada pelaksanaan pendampingan adalah cara pendamping dalam hal
berkomunikasi yang baik, yang akan memudahkan Keluarga Penerima Manfaat
PKH dalam memahami serta menjalankan kewajibannya. Sedangkan faktor
pendukung eksternal adalah adanya partisipasi dari setiap masyarakat sebagai
anggota penerima bantuan PKH dalam memberikan informasi apa saja masalah
yang dihadapi kepada pendamping PKH, yang kemudian akan di carikan
solusinya.

Faktor penghambat pada pelaksanaan pendampingan PKH juga dapat di lihat
melalui ruang lingkup internal dan eksternal, diantaranya pada faktor internal
adalah pendamping tidak diberikan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan.
Sedangkan pada faktor eksternal adalah masih ditemukan masyarakat yang tidak
berhadir pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping.

Berdasarkan uraian di atas, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai apa saja
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yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pendampingan
PKH di Desa Kilangan.
4.2.1. Faktor Pendukung dalam pendampingan Keluarga Penerima Manfaat
PKH
Pendukung merupakan unsur penting dalam peran untuk mewujudkan
suatu keberhasilan dalam sebuah program maupun kegiatan yang dilakukan.
Dasar dari proses pelaksanaan pendukung sebuah program dapat dilihat dari
bagaimana seseorang atau pemimpin dalam menjalankan peran maupun tugasnya
dalam memberikan pengetahuan serta perhatiannya kepada masyarakat yang di
pimpin atau yang didampinginya, yang mana hal ini merupakan suatu faktor
pendukung yang dapat menentukan penentu keberhasilan pada program yang

dijalankan.

Pendamping PKH pada saat menjalankan tugasnya pastinya ada hal-hal
yang dapat mendukung dalam setiap proses kegiatannya. Faktor pendukung
biasanya meliputi ketersediaan dalam memfasilitasi setiap prilaku atau

keterampilan individu maupun kelompok.
Bapak Rafliansyah, selaku pendamping PKH Desa Kilangan menjelaskan:”

“Menjadi pendamping PKH saya memiliki keterampilan yang baik dengan
anggota kelompok KPM PKH Desa Kilangan. Sehingga saya dapat dengan
mudah membentuk dan membina hubungan yang positif dengan kelompok
sasaran, saya memiliki rasa tanggungjawab dan empati yang besar
terhadap kelompok binaan saya”.

& Hasil wawancara dengan bapak Rafliansyah (sebagai pendamping PKH Desa Kilangan)

Pada Tanggal 02 September 2021. Pukul 14.30 di Warung Kopi.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, pendamping PKH Desa Kilangan
memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan masyarakat yang termasuk
kedalam Keluarga Penerima Manfaat dari PKH. Pendamping yang berkualitas
tentunya akan dapat menentukan keberhasilan dari suatu program yang
dijalankan.

4.2.2. Faktor Penghambat dalam Pendampingan Keluarga Penerima

Manfaat PKH

Penghambat adalah suatu keadaan maupun penyebab lainnya yang
menghambat atau menghalangi kemajuan pencapaian suatu hal.Pendamping PKH
dalam menjalankan tugasnya tentu ada hambatan yang dirasakan seperti, anggota
ibu-ibu penerima PKH yang sulit menerima penjelasan dan membutuhkan waktu
lama untuk memahami program yang disampaikan oleh pendamping PKH,
sehingga muncul pemikiran berbeda-beda yang membuat tidak efektif dalam
setiap kegiatan diskusi yang dilakukan. Sebagaimana penjelasan oleh pendamping

PKH yaitu Bapak Rafliansyah: "™

“ Hambatan yang saya rasakan adalah kurang efektif dalam membagi
waktu untuk setiap Desa yang saya dampingi, karena saya harus
memahami kondisi masyarakat di setiap Desa dalam proses menjalankan
kegiatan-kegiatan pada program PKH sampai saat ini. Kemudian
hambatan lainnya seperti ibu-ibu penerima PKH yang jarang datang,
sehingga tidak memahami program PKH yang disampaikan di setiap
pertemuan, ada saja alasan yang membuat mereka tidak hadir dan pada
akhirnya setiap masalah mereka menanyakan kepada saya, serta masih ada
masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya yaitu tidak
memeriksakan kesehatan pada layanan kesehatan yang disediakan.”

f Wawancara dengan Bapak Rafliansyah (sebagai pendamping PKH Desa Kilangan) Pada

Tanggal 02 September 2021. Pukul 14.30 di Warung Kopi.
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Perihal ini Bapak Rafliansyah mengatakan bahwa, selaku pendamping
PKH banyak sekali hambatan yang terjadi di Desa Kilangan, mulai dari kehadiran
yang tidak efektif pada setiap kegiatan dilakukan, kewajiban sebagai penerima
PKH tidak dijalankan. Selain itu, hambatan lainnya adalah pendamping PKH

tidak diberikan fasilitas untuk menunjang setiap kegiatan yang dilakukan.



BAB YV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, mengamati dan melihat
masalah serta melakukan wawancara secara mendalam tentang efektivitas
pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten
Aceh Singkil, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendampingan pada Program Keluarga Harapan di Desa
Kilangan terlihat sudah efektif, dalam hal pemahaman program, ketepatan
waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata. Namun untuk ketepatan
sasaran masih belum efektif, yang mana hal tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Pemahaman Porgram, dimana pendamping memiliki kemampuan
yang baik dalam menyampaikan dan berkomunikasi dengan
masyarakat dalam hal pemberian materi/pengetahuan mengenai
bagaimana pelaksanaan PKH itu sesungguhnya, dan masyarakat
menerima dengan baik.

b. Ketepatan Sasaran, dimana belum berjalan dengan sesuai. Masih
ditemukan masyarakat yang dapat dikategorikan mampu untuk
memenuhi kebutuhan sehari-harinya menerima bantuan PKH,

sedangkan masyarakat yang dikategorikan miskin tidak menerima
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bantuan PKH atau dengan kata lain untuk penerimaan bantuan
PKH di Desa Kilangan belum tepat sasaran.

Ketepatan Waktu, dimana pendamping sudah menjalankan
tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan
melakukan sosialisasi dengan para KPM. Namun, untuk
pendampingan pada tahun 2021 sekarang sosialisasi tidak pernah
dilakukan secara langsung, hanya pendamping melakukan
komunikasi dengan ketua kelompok saja untuk membahas
pelaksanaan dan permasalahan-permasalahan yang ada selama
proses PKH berlangsung.

Pencapaian Tujuan, dimana pendamping telah memenuhi perannya
untuk membantu masyarakat selaku penerima bantuan PKH dalam
meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan
terbantunya perekonomian masyarakat, dengan memanfaatkan
bantuan tersebut ke hal-hal yang bermanfaat seperti masyarakat
dapat membuka usaha-usaha lain untuk perekonomian sehari-hari.
Perubahan Nyata, ditunjukkan dengan kehidupan perekonomian
masyarakat yang jauh lebih sejahtera dari sebelum adanya bantuan
PKH, yang mana hal tersebut tidak lepas dari peran serta tugas dari
pendamping yang senantiasa membantu masyarakat untuk

memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik.
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2. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pendampingan Program Keluarga
Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa
Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yaitu, pendamping
memiliki keterampilan yang baik dalam hal berkomunikasi dengan
masyarakat sebagai penerima bantuan PKH, sehingga memudahkan
pendamping dalam memberikan pemahaman serta menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat selama proses pelaksanaan
Program Keluarga Harapan dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat
pelaksanaan pendampingan Program Keluarga Harapan Desa Kilangan
yaitu, Pendamping PKH kesulitan untuk membagi waktunya dalam setiap
mengadakan kegiatan program, masih ditemukan masyarakat yang tidak
hadir pada saat diadakannya pertemuan kegiatan pelaksaan PKH, masih
ditemukan adanya keluarga yang tidak memeriksakan kesehatannya pada
layanan kesehatan yang disediakan, serta Pendamping PKH tidak
diberikan fasilitas dalam melaksanakan pendampingan kepada Keluarga

Penerima Manfaat PKH.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang dipaparkan

sebelumnya, dalam efektivitas pelaksanaan pendampingan PKH di Desa

Kilangan. Maka, peneliti kiranya dapat memberikan saran-saran atau masukan

sebagai berikut:

I.

Kepada pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendamping
disetiap desa yang sesuai dengan ilmu dan pemahaman yang dimiliki,
sehingga nantinya Program Keluarga Harapan dapat terlaksana dengan
lebih maksimal dalam upaya membantu pemberdayaan masyarakat miskin.
Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan alat untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan memenuhi sarana serta prasarana
yang dibutuhkan oleh pendamping.

Kepada pendamping PKH diharapkan agar mampu berperan lebih aktif
serta kreatif lagi dalam memberikan dampingan kepada masyarakat
sebagai penerima bantuan PKH, dimaksudkan supaya pendamping
meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat
miskin serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

menjadi penerima bantuan PKH.

. Kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH diharapkan dapat Ilebih

memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya
dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dapat memenuhi segala

kewajiban yang diberikan pendamping PKH serta tetap menjalin hubungan
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atau komunikasi yang baik antar pendamping atau antar sesama penerima
bantuan PKH.

. Kepada perangkat Desa Kilangan, agar dapat membangun hubungan
kinerja yang baik dengan pendamping PKH. Supaya memudahkan
pendamping dalam melaksanakan peran serta tugasnya kepada masyarakat

yang didampinginya di Desa Kilangan tersebut.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Lembaga

Musyawarah Desa

a.

Bagaimana menurut Bapak kondisi sosial ekonomi di Desa
Kilangan ?

Apa yang Bapak ketahui tentang PKH serta Pendamping pada
Keluarga Penerima Manfaat PKH ?

Apakah bantuan PKH sudah tepat sasaran selama ini ?

Apakah setelah mendapatkan bantuan PKH masyarakat dapat
memperoleh bantuan lainnya ?

Bagaimana kinerja pendamping PKH selama ini ?

Apakah pendamping terlebih dahulu menanyakan kepada Bapak
sebelum menangani suatu masalah ?

Apakah pendamping memberitahu Bapak sebelum melakukan
kegiatan pendampingan ?

Setelah adanya pendamping apakah masyarakat menjadi lebih

baik/sejahtera dari kondisi sebelumnya ?

2. Wawancara dengan Pendamping PKH di Desa Kilangan

a.

b.

Sudah berapa lama anda bertugas menjadi pendamping PKH ?
Apakah sebagai pendamping PKH, Bapak sudah memahami
dengan jelas PKH serta tugas-tugas pendampingan terhadap KPM
PKH ? apakah Bapak bisa menjelaskan tugas-tugas tersebut ?
Apakah Bapak mengetahui apa saja hak dan juga kewajiban KPM?
Coba Bapak jelaskan ?

Apa saja kegiatan yang dilakukan selama menjadi pendamping ?
Persiapan seperti apa yang Bapak lakukan sebelum melaksanakan
pendampingan kepada keluarga penerima bantuan PKH ?
Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia untuk

menjalankan program pendampingan ?



Sebagai seorang pendamping PKH, apakah ada kendala yang
dihadapi Bapak dan juga KPM yang di dampingi ?

. Bagaimana cara anda untuk mengatasi kendala atau masalah yang
terjadi pada saat kegiatan pendampingan ?

Apakah dalam pendampingan yang dilakukan, ada rentang waktu
yang ditentukan untuk Bapak melaksanakan tugas pendampingan ?
Berapa kali Bapak melakukan tugas pendampingan dalam rentang

1 bulan ?

. Apakah Bapak hanya mendampingi satu Desa saja ?

Bagaimana Bapak bisa melakukan dan menerapkan tugas-tugas
sebagai pendamping dengan tepat waktu, mengingat jumlah KPM
yang tidak sedikit ?

. Apabila Bapak dalam melaksanakan tugas tidak tepat waktu, maka
apakah ada sanksi yang diberikan ?

. Tujuan apa yang akan dicapai dalam pendampingan yang Bapak
lakukan ?

Bentuk strategi seperti apa yang Bapak gunakan untuk mencapai
tujuan yang telah direncanakan atau apakah ada strategi yang
Bapak lakukan agar masyarakat yang dulunya miskin menjadi
lebih sejahtera?

. Apabila tujuan yang dirancang tidak tercapai, langkah apa yang
selanjutnya dilakukan ?

. Apakah Bapak tidak merasa terbebani untuk melaksanakan tugas
pendampingan atau kesulitan dalam mengatur KPM, yang
mengingat banyak jumlah KPM yang di dampingi ?

Apakah tugas pendampingan yang Bapak lakukan sudah tepat
sasaran ?

Bagaimana tolak ukur tepat sasaran pendampingan yang Bapak
lakukan ?

Apakah Bapak pernah melakukan pendampingan diluar dari tugas

pendampingan yang seharusnya ?



u. Bagaimana dampak pendampingan yang Bapak lakukan terhadap
KPM dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin ?

v. Apa harapan maupun saran Bapak kepada pemerintah untuk
program PKH dan pendampingan PKH ?

3. Wawancara dengan Anggota KPM PKH Desa Kilangan

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu PKH, dan peraturan dalam
pelaksanaan PKH ?

b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tugas-tugas dari
pendampingan yang dilakukan terhadap KPM PKH ?

c. Selama Bapak/Ibu menjadi anggota penerima bantuan PKH,
menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pendampingan yang telah
dilakukan selama ini ?

d. Apakah pendamping PKH memberikan sosialisasi secara rutin
setiap bulannya kepada Bapak/Ibu ?

e. Apakah pendamping PKH selama ini sudah bekerja dengan baik ?

f. Apakah Bapak/Ibu memahami dari tujuan PKH ?

g. Bagaimana sarana dan juga prasarana yang tersedia dalam
pendampingan ?

h. Apakah Bapak/Ibu memahami hak dan kewajiban sebagai peserta
PKH ?

i. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada rentang waktu yang ditentukan
dalam melaksanakan tugas pendampingan? Dan apakah
pendamping melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, yang
mengingat jumlah pendamping hanya 1 orang ?

j. Apakah Bapak/Ibu sudah menerima bantuan seperti bantuan
sembako, uang tunai, dan juga bantuan pendampingan di bidang
hukum, kesehatan, dan juga pendidikan ?

k. Apakah Bapak/Ibu merasakan ada kendala pada saat penerimaan
program bantuan tersebut ?

l. Apakah Bapak/Ibu merasa dengan adanya pendamping dapat

membantu untuk mempermudah segala urusan dalam mengikuti



pelaksanaan PKH ? dan seberapa besarkah pendamping dalam
membantu aktivitas keseharian Bapak/Ibu ?

. Jika ada masalah dalam pelaksanaan PKH yang Bapak/Ibu
hadapai, apakah pendamping dapat membantu menyelesaikan
masalah tersebut ?

. Apakah menurut Bapak/Ibu tujuan dari pendampingan PKH ini
sudah tercapai dengan baik/sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan ?

Selama pendampingan apa saja yang Bapak/Ibu dapatkan dari
pendamping selain dari ilmu ?

. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap pendampingan yang
dilakukan oleh pendamping? Apakah sudah merasakan dampak
maupun efek yang positif dari adanya pendampingan yang
dilakukan pendamping PKH ?

. Apakah menurut Bapak/Ibu sasaran pendamping PKH sudah tepat
?

Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana tolak ukur tepat sasaran
pendampingan yang dilakukan pendamping ?

Bagaimana harapan Bapak/Ibu untuk kedepannya mengenai
pendampingan terhadap KPM PKH agar dapat lebih
mensejahterakan masyarakat melalui program yang telah
dijalankan ini?

Apakah pendamping pernah menyampaikan tujuan mereka kepada
Bapak/Ibu ?

. Apakah ada dibentuk kelompok ibu-ibu yang menerima bantuan
PKH dan kemudian diajarkan untuk membuat sebuah usaha ?
Apakah pendamping selalu memfasilitasi segala kegiatan PKH
maupun ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan ?

. Data bantuan PKH Bapak/Ibu gunakan untuk apa saja ?

. Ketika ada perubahan status anggota keluarga, apa yang Bapak/Ibu

lakukan ?
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SO51IAL DAN ILMU
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11, Syveikh Abdur Rauf Kopelma Darussalans Banda Aceh

Telepon : 0631- 7357321, Emadl : wingar-raniy.zc.id

Momor B-2344/Un 08 FISIPLPPO0910/2021

Lamp -
Hal : Penelitian fimiah Mahasiswa
Kepada Yth,

1. Kantor Desa Kilangan Kecamatan Singhal
2. Pendamping PKH Desa Kilangan

Assalamualaitkum Wr.Wh.
Pimpimnan Fakultas [lmu Sosial dan llmu Pemenntahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan
bahwa:

MNama/M1M "MAKHFIRAH / 170802051
Semester/Jurusan  : [X / lmo Administras: Negara
Alamat sekarang  : gampong kota baru banda acch

Saudara yang tersebui mamanya diatas benar mahasiswa Fakultas Illmu Sosial dan Imu
Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam

rangka penulisan Sknpsi dengan judul efektivitas pefaksamaon pendampingan progran keluarga
harapan dalom meningkatkan  Kesejahteraan sosial masyarakar (smdi di desa kilangan

kecamatan singkil kabupaten aceh singki)

Demikian surat imi kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan
terimakasih.
Banda Aceh, 25 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : I1 Apeil 2022 Muhammad Thalal, Le., M5, M.Ed
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Jafma porrmslian W ﬁ'l'rl'?ﬁli Kitengau  Kody pog J47TAS

SURAT KETERANGAN
MNomor: 1410 385 04K LA202T
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alssws gads gl 21 Jub 2021, make Kepels Kampong Kilangn dengan ine mensmaglan
nama mahesvwa di bawah ns

Mnmmia MAEHFIRAN
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lemang &l

Banal teis® rengadainn psciisn & Fantor Desa Kilangsn pauln imngeal ** Jali 2021 puna
melengiop  dats peds peroussnans Skeipai yeep boqudul 0 YEdvktiviles Felidasssas
Femdampiriges Frogesn Kelusrgs Tlampan Delam Mewinghathss  Keicjabternan Sosisl
Masysrakat { viudi 08 Do Kilaapan Kecamatan Singkil Rabupaten Acch Singhal)

Demkasry +ural ke retangan daperbu unbak dap it diginsken sepeslmms.

Chikeluarkan i Kslangam
Pada Tanggal 23 oFly 2021




Lampiran 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kilangan

PRIODE 2017-2022

ABDUL MUFTI

USMAN ARIFIN

AL AHMAD
SUFRIADI,S.Sos TAUFIK SAPRIL,S.Hum SAPUTRA,S.Sy

l RISKI ARIANTO ‘
IRLAN SURKANDI AKIM SATRIA ZULKIFLI ANDIKA SAPUTRA




Lampiran 6. Dokumentasi Saat Penelitian

Wawancara dengan Bapak Abdul Mufti (Keuchik Desa Kilangan), yang
berada di tengah samping kiri peneliti, dengan sebelah kiri keuchik
adalah sekretaris Desa Kilangan serta sebelah kanan peneliti adalah
rekan kerja keuchik. Wawancara dilakukan pada kantor Desa Kilangan,
pukul 09.45 WIB, pada tanggal 10 September 2021.

Wawancara dengan Bapak Usman Arifin (Sekretaris Desa Kilangan),
dilakukan pada kantor Desa Kilangan, pukul 09.00 WIB, pada tanggal
08 September 2021.



Wawancara dengan Bapak Rafliansyah (Pendamping PKH Desa
Kilangan),berlangsung di warung Kopi, pukul 14.30 WIB, pada
tanggal 02 September 2021.

Wawancara dengan Bapak Safnal (Ketua BPG Desa Kilangan),
berlangsung di kediaman/rumah Beliau, pukul 14.00 WIB, pada
tanggal 06 September 2021.



Wawancara dengan Ibu Nurlen (Ketua Kelompok KPM PKH Desa
Kilangan) berlangsung di Kediaman Beliau, pukul 10.15 WIB,
pada tanggal 03 September 2021.

Wawancara dengan Ibu Diah (Keluarga Penerima Manfaat
PKH Desa Kilangan kategori ibu yang mempunyai
bayi/balita), berlangsung di Kediaman Beliau, pukul 11.00
WIB, pada tanggal 06 September 2021.



Wawancara dengan Ibu Rosmaini (Keluarga Penerima
Manfaat PKH Desa Kilangan kategori ibu hamil),
berlangsung di Kediaman Beliau, pukul 16.00 WIB, pada
tanggal 08 September 2021.

Wawancara dengan Ibu Siti (Keluarga Penerima Manfaat
PKH Desa Kilangan kategori ibu yang mempunyai
bayi/balita), berlangsung di Kediaman Beliau, pukul 11.50,
pada tanggal 07 September 2021.



Wawancara dengan Ibu Yuni (Keluarga Penerima Manfaat
PKH Desa Kilangan kategori yang mempunyai anak sekolah),
berlangsung di Kediaman Beliau, pukul 09.50, pada tanggal 07
September 2021.

-

.
Wawancara dengan Ibu Rosmaini (Keluarga Penerima Manfaat

PKH Desa Kilangan kategori yang mempunyai anak sekolah),
berlangsung di Kediaman Beliau, pukul 16.00 WIB, pada
tanggal 08 September 2021.
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Photo bersama pendapig kdengan KPM Desa Kilangan setelah
melaksanakan kegiatan sosialisasi, yang berlangsung di pasar kamis
Desa Kilangan, pukul 14.00 WIB, pada tanggal 10 Januari 2021.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di balai pengajian Desa
Kilangan, dipimpin langsung oleh pendamping PKH Desa Kilangan
Bapak Rafliansyah, pukul 14.00 WIB, pada tanggal 21 Januari 2021.



R
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Penerimaan Bantuan PKH olch KPM, yang di d.amping langsung oleh
pendamping PKH Desa Kilangan yaitu Bapak Rafliansyah, yang berada
di belakang salah satu KPM.



